SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIX INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2020
TENTANG

PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

Menimbang

Mengingat

PADA PEMERINTAH DAERAH

DENCGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

banhwa dana bantuan operasional sekolah merupakan
bagian program pemerintah pusat untuk peryediaan
pendanaan biaya operasional bagi satuan pendidikan yang
bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik;

bahwa dana bantuan operasional sekolah sebagz: bagian
dana transfer ke daerah pada pemerintah provinsi perla
dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan
dan bertanggungjawab yang merupakan bagian dari
pengelolaan keuangan daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Dana Bantuan

Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kepublik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara



Menetapkan

Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahar Kedua
ates Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pzmerintahan Daerah (Lembaran Negara Kepublik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Kepuiblik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Psraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  TENTANG
PENG=ZLOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
PADA PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam: Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Dena Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya
disingkat Dana BOS adalah program Pemerintah Pusat
untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia

bagi satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan khusus



dan satuan pendidikan menengah yang bersumber dari
dana alokasi khusus nonfisik.

Pengelolaan Dana BOS adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan dan penganggaran Dana BOS,
peiaksanaan Dana BOS, penatausahaan Dana BOS,
peiaporan Dana BOS, pertanggungjawaban Dana BOS dan
pengawasan Dana BOS.

Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan/atau
wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur
penvelenggara pemerintahan daerah.

Sazuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada
Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna
bareng, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan
daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya d:singkat
SKPD adalah Dinas Pendidikan Provinsi dan/atau
Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pendidikan
pada Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.

Sazuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Satdik adalah
keiompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan
pendidikan pada jalur formal terdiri dari Satuan
Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Menengah, dan
Satuan Pendidikan Khusus.

Satuan Pendidikan Dasar yahg selanjutnya disebut
Sazdikdas adalah jenjang pendidikan pada jalur
pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan
menengah, yang diselenggarakan pada Satdik berbentuk
sekolah dasar atau bentuk lain yémg sederajat seita
menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada Satdik
vang berbentuk sekolah menengah pertama atau bentuk
lain vang sederajat.

Satuan Pendidikan Menengah yang selanjutnya disebut
Satdikmen adalah jenjang pendidikan pada jalur
pendidikan formal yang merupakan laniutan pendidikan
dasar, berbentuk sekolah menenéah atas, sekolah

menengah kejuruan, dan atau bentuk lain yang sederajat.
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11.
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17.

Satuan Pendidikan Khusus yarig sélanjutnya‘ disebut
Satdiksus adalah pendidikan bagi peserta didik yang
memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses
pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental,
sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat
ist:mewa.

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah Dana BOS yang
diselanjutnya disingkat RKAS Dana BOS adalah dokumen
perencanaan dan penganggaran yang berisi pregram dan
kegiatan sekolah yang dibiayai dari Dana BOS.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah
doxumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
program dan kegiatan SKPD serta anggaran vang
diperlukan untuk melaksanakannya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan
rakyat daerah, dan ditetapkan dengan peraturan deerah.
Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau
vang disebut dengan nama lain adalah Perda provinsi dan
Perca kabupaten/kota.

Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut
Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan

bupati/wali kota.

. Perabat Pengelola Keuangan Daerah })‘éng selanjutnya

disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yvang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sébagai bendahara umur daeran.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah
péj.abét pemegang kewenangan penggunaan anggaran
untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang
di?iinpinnya.

Be:idahara Umum Daerah yang selanjutﬁjra disingkat BUD
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai

BUD.
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Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diber: kuasa
untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

Peiabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya
disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan
fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan. |

Bendahara Khusus Pengelolaan ~Dana BOS yang
selanjutnya disebut Bendahara Dana BOS adalah PNS
vang ditunjuk menerima, menyixnﬁan, membayarkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
untuk keperluan belanja Dana BOS pada Satdik.

Dckumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah
doxumen yang memuat pendapatan dan belarije setiap
SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
anggaran oleh PA. |

Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjuinya
disingkat NPHD adalah naskah ?perjanjian iﬁgibah yang
bersumber dari Dana BOS antara Pemerintah Daerah
dengan kpenerima hibah. _

Penerimaén Dana BOS adalah luang yvang masuk ke
Rexkening Satdik.

Suré_t Pengesahan Pendapatan Transfer yang selanjutnya
disiﬁgkat SP2T adelah dokumen yang diterbitkan oieh
BU.) untuk mencatat dan mengesahkan pendapa‘ian
trensfer yarig tidak melalui rekening kés umuinm .daerah.
Surat Pengesahan Pendapatan Hibah pvang selanjutnya
disingkat 'SPZZH adalah dokumen yang diterpitkan oleh

BUD untuk mencatat dan mengesahkan pendapatan hibah

vang tidak melaiui rekening kas umum daerah.

.Surat Pengesahan Belanja Hibah Dana BOS yang

selarijumya disebut SPB Hibah Dana BOS adalah
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29.

30.
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35.

doxumen yang diterbitkari oleh BUD untuk mencatat dan
mengesahkan bélanja hibah Dana BOS yang tidak melalui
rekening kas umum daerah.

Surat Permintaan Pengesahan Belanja yang selanjutnya
disingkat SP2B adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA
untuk mengajukan pencatatan dan pengesahan belanja
pada DPA SKPD yang penerimaan dan pengeluararn daerah
tidak dilakukan melalui rekening kas umum daerah dan
menjadi dasar penerbitan surat pengesahan belanjz.

Surat Pengesahan Belanja yang selanjutnya disingkat SPB
adalah dokumen yang diterbitkan oleh BUD wuntuk
mencatat dan mengesahkan belanja yang tidak melalui
rekening kas umum daerah berdasarkan SPQB.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya vang
selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi
penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu)
periode anggaran.

Pez:uhjuk Teknis Penggunaan Dana BOS yang selanjutnya
disebut Juknis Dana BOS adalah pedoman penggunaan
dan pelaksanaan Dana BOS yang ditetapkan oleh

Kementerian yang melaksanakan urusan pendidikan.

. Sistem Data Pokok Pendidikan yvang Selaﬁjutnya disebut

Depodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh
Kementerian yang menangani urusan di bidang
pendidikan yahg memuat data Satdik, peserta didik,
pendidik dan tenaga kependidikan, dan Sl;lbstansi
pendidikan yang datanya bersumber dari Satdik yang
terus menerus diperbaharui secara online.

Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat
SKP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di
selufuh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pemerintahan dalam neger..

Heri adalan hari kerja.



Pasal 2

Pengewlaan Dana BOS meliputi:

a.

Pengelolaan Dana BOS Satdikmen negeri dan Sztdiksus
negeri pada APBD provinsi dan Satdikdas negeri pada
APBD kabupaten/kota; dan

Pengelolaan Dana BOS Satdikmen swasta, Sztdiksus

swasta dan Satdikdas swasta pada APBD Provinsi.

BAB 11

PENERIMA DAN JUMLAH DANA BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH SETIAP SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 3

(1) Penerima dan jumlah Dana BOS pada setiap Satdik

berdasarkan alokasi Dana BOS setiap provinsi ditetapkan
berdasarkan keputusan menteri yang menangani urusan

pemerintahan di bidang pendidikan.

(2) Penerima dan jumlah Dana BOS pada Satdik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perencanzan dan

penganggaran Dana BOS pada setiap Satdik.

(3) Delam hal penerima dan jumlah Dana BOS pada setiap

Sazdik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum
ditetapkan sampai jadwal penyampaian rancangan
kenijakan umum anggaran. .dan ;plafon anggaran
ésmentara, penyustnan perencanaan dan penganggaran
dicasarkan pada alokasi penyaluran tahu‘n' anggaran

sebelurnnya.

Pasal 4 »

(1) Perencanaan dan penganggaran Dana BOS setiep Satdik

sébagaﬁ.mana dimaksud dalam Pasal 3 ayat {2) pada APBD

provinsi yaitu: | ‘ '

a. dalam bentuk pfcogram aan kegiétan bagi Satdikinen
;n.egeri dan Satdiksus negeri vang diselenggarakan oleh
provinsi; dan

b. dalam bentuk hibah bagi Satdikmen swasta dan

Satdiksus  swasta  vang  diselenggarakan  oleh



(2)

masyarakat serta Satdikdas | negeri yang
diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan
Satdikdas swasta yang  diselenggarakan  oleh
masyarakat.

Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b

berpedoman pada ketentuan mengenai hibah yang

bersumber dari APBD sesuai dengan keterituan peraturan

perundang-undangan.

Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan

da.am belanja hibah Dana BOS dan diuraikan dalam akun

belanja, kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja

hibah, obyek hibah Dana BOS untuk Satdik, dan rincian

obiek hibah Dana BOS ke Satdik

Obvek hibah Dana BOS untuk Satdik sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) diuraikan berdasarkan:

a. Satdikmen swasta dan Satdiksus swasta pada provinsi:
dan

b. Satdikdas negeri dan Satdikdas swasta pada
kabupaten/kota. |

Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan

berdasarkan Juknis Penggunaan Dana BOS sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi

dasar pengecualian pengelolaan hibah pada APBD.

Pengecualian pengelolaan hibah pada APBD sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) termasuk:

a. pemberian hibah tanpa melalui usulan hibah :seii:arét
tertulis kepada kepala daerah;

b. lapcran penggunaan hibah Dana BOS untuk Satdikdas

negeri tidak disampaikan kepada gubernur; dan

0

penyaluran hibah Dana BOAS‘ ke Sa’tdikmen swasta,
Satdiksus swasta, Satdikdas negeri dan Sztdikdas

swasta, tanpa menunggu penandatanganan NPHD.

Pasal 5
Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)

dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani:



(2)

é. kepaia SKPID provinsi af.as nama igubernur dengan
kepala Satdikmen swasta dan Satdiksus swasta yang
diselenggarakan oleh masyarakat selaku penerima
hibah; dan

b. kepala SKPD provinsi atas nama gubernur dengan
kepala SKPD kabupaten/kota atas nama bupati/wali
kota untuk Satdikdas negeri yang diselenggarakan oleh
pemerintah kabupaten/kota dan atas nama kepala
Satdikdas  swasta yang  diselenggarakan  oleh
masyarakat selaku penerima hibah.

NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

memuat ketentuan mengenai:

a. pemberi dan penerima hibak;

b. tujuan pemberian hibah;

c. besaran alokasi anggaran hibah yang akan diterima;
d. hak dan kewajiban;

42

tata cara penyaluran hibah; dan

f. tata cara pelaporan hibah.

Besaran alokasi dana hibah yang akan diterims
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢, disesuaikan
dengan besaran Dana BOS pada daftar penerima dan
jumiah Dana BOS padé Satdik berdasarkan "pada
keputusan menteri yang menangéni urusan pemerintahan

di nidang pendidikan.

) Penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari
s,‘ete‘;ah penetaparn: Perda tentang APBD. |

Format NPHD sebagaimana dimakéud padé “ayat {1}
tercantum dalam Lambiran yang mefﬁpa‘kaﬁ bagien tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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BARB III

PENGELOLA KEUANGAN DANA BANTUAN OPERASZONAL

SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH, SATUAN
PENDIDIKAN KHUSUS DAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR

Bagian Pertama

Pengelola Keuangan Dana Bantuan Operasiconal Sekolah pada

(1)

Satuan Pendidikan Menengah Negeri, Satuan Pendidikan

Khusus Negeri dan Satuan Pendidikan Dasar Negari

Pasal 6

Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan
keuangan daerah menetapkan pejabat pengelola keuangan
Dana BOS setiap Satdikmen negeri dan Satdiksus negeri.
Bupati/wali kota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan
keuangan daerah menetapkaﬁ pejabat pengelola k=uangan
Dana BOS setiap Satdikdas negeri.

Pejabat pengelola keuangan Dana BOS setiap Satdikmen
negeri, Satdiksus negeri, dan  Satdikdas negeri

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terdiri

ates:

a. PPKD selaku BUD;

b. PA;

c. Bendahara Pengeluaran SKPD;

d. Penanggung Jawab Dana BOS; d:an

e. Bendahara Dana BOS.

Penetapan pejabat pengelola keuangan Dana BOS
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan setiap
tahun bersamaan dengan penetapan PPKD.

Dalam hal tidak terdapat perubahan pejabat pengelola
keuangan Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat
(4). penunjukan pejabat pengelola keuangan Dana BOS

tahun anggaran yang lalu masih tetap berlaku.

Pesal 7
PPXD selaku BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (3) hurufl a, mempunyai tugas dan wewenang:
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a. mengesahkan DPA SKPD;

b. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

c. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan
keuangan daerah;

d. melakukan pengesahan belanja Dana BOS; dan

- e. melakukan pencatatan realisasi pendapatan dan

belan-a Dana BOS.
Dalam melaksanakan tugas dan wewenang BUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dan e, BUD

dapat mendelegasikan kepada Kuasa BUD.

Pasal 8

PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huru? b,

mempunyai tugas dan wewenang:

a. melakukan penelaahan RKAS Dana BOS;

b. menyusun RKA-SKPD berdasarkan rekapitulasi RKAS
Dana BOS;

c. menyusun DPA-SKPD;

d. menetapkan PPK-SKPD;

e. mengelola Barang Milik Daerah yang bersumber dari
Dana BOS;

f. mengelola utang dan piutang yang bersumber dari
Dana BOS;

g. menandatangani dan menyampaikan SP2B Dana BOS;

h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Dana
BOS SKPD, yang merupakan bagian laporan keuangan
SKPD; dan

1. mengawasi pelaksanaan anggaran Dana BOS.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, PA mendelegasikan

kepada pejabat administrasi yang membidangi Satdikmen

dan Satdiksus pada SKPD provinsi atau Satdikdas pada

SKPD kabupaten/kota.

Pasal 9
PA  dalam  melaksanakan tugas dan wewenang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) kuruf d,
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menetapkan PPK-SKPD sebagai pejabat penatausahaan

keuangan Dana BOS.

PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

mempunyai tugas dan wewenang:

a. melakukan rekonsiliasi atas penerimaan dan belanja
Dana BOS;

b. menyiapkan SP2B Dana BOS;

c. melaksanakan akuntansi SKPD; dan

d. menyusun rekapitulasi laporan penerimaan dan
belanja Dana BOS; dan

e. menyusun laporan keuangan SKPD.

Pasal 10

Bendahara Pengeluaran SKPD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (3) huruf ¢ mempunyai tugas dan wewenang:

a.

meneliti dan merekapitulasi laporan penerimaan dan
belanja Dana BOS;

meneliti dan merekapitulasi pertanggungjawaban Dana
BCS dan/atau sisa Dana BOS;

melakukan rekonsiliasi atas:

1} penerimaan dan belanja Dana BOS; dan

2} sisa Dana BOS,

dari masing-masing Satdikmen negeri, Satdiksus negeri,
dan Satdikdas negeri sesuai dengan kewenangannya; dan
menyampaikan laporan  pertanggungjawaban  secara
administratif kepada PA dan laporan pertanggung awaban

secara fungsional kepada BUD secara periodik.

Pasal 11
Penanggung Jawab Dana BOS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d dijabat cleh kepala
Sazdikmen negeri, Satdiksus negeri, dan Satdikdas negeri
sesuai dengan kewenangannya.
Penanggung Jawab Dana BOS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah atas usul

Kepala SKPD melalui PPKD.
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(3) Penanggung jawab Dana BOS sebagaimana dimaksud

pada ayar (1), mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a.

et e

1.

menyuasun dan menyampaikan RKAS kepada Kepala
SKPD;

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja Dana BOS;

melaksanakan anggaran Dana BOS pada Satdikmen
neger:, Satdiksus negeri, atau Satdikdas negeri yang
dipimpinnya;

melakukan pengujian atas tagihan dan
memerintahkan pembayaran Dana BOS;

mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan
pihak lain dalam batas anggaran Dana BOS yang telah
ditetapkan;

melakukan verifikasi atas bukti penerimaan dan
belan-a Dana BOS;

memeriksa dan menandatangani laporan penerimaan
dan belanja yang diajukan oleh Bendahara Dana BOS
setiap bulan;

melaporkan penerimaan dan belanja Dana BOS setiap
semester kepada PA melalui PPK-SKPD;

melarorkan rekapitulasi realisasi penggunaan Dana
BOS setiap tahap penyaluran;

menandatangani surat pernyataan tanggung jawab
mutlak Dana BOS;

menandatangani rekapitulasi pembelian bararg milik
daeran dari Dana BOS;

melaporkan barang milik daerabh dari Dana BOS

kepada PA melalui PPK-SKPD;

. melakukan pergeseran kelanja pada RKAS

berdasarkan persetujuan komite sekolah;

mengawasi pelaksanaan anggaran Dana BOS yang
menjadi tanggung jawabnya; dan

melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kezentuan

peraturan perundang-undangan.

Kepala Satdikmen negeri, Satdiksus negeri, dan Satdikdas

negeri sedagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung
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jawab secara formal dan material atas belanja Dana BOS

yang dikelolanya.

Pasal 12
Bendahara Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (3) huruf e berasal dari tenaga keperdidikan
nonguru yang berasal dari PNS.
Dalam hal tenaga kependidikan nonguru sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, ditunjuk dari
tenaga kependidikan guru yang berasal dari PNS.
Bendahara Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan avat (2) ditetapkan oleh gubernur, bupati/wali kota
sesuai dengan kewenangannya atas usul kepala SKPD
melalui PPKD selaku BUD.
Dalam hal pada Satdikmen negeri, Satdiksus negzri, dan
Satdikdas negeri tidak terdapat tenaga keperdidikan
nonguru yang berasal dari PNS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) atau tidak terdapat tenaga keperdidikan
guru yang berasal dari PNS sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya menugaskan kepala Satdikmen negeri,
Satdiksus negeri, dan Satdikdas negeri merangkap sebagai
Bendahara Dana BOS.
Format keputusan kepala daerah tentang pengangkatan
Bendahara Dana BOS sebégaimana_ dimaksud pada ayat
(3} tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

udak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Bendahara Dana BOS sebagaimana dimeaksud dalam FPasal 12

mempunyal tugas dan wewenang:

a.
b.

C.

menerima dan menyimpan uang penyaiuran Dana BOS;
menerima dan menyimpan bukti penysiuran Dana BOS;
mencatat penerimnaan dan beianja Dana BOS pada buku
kas umum dan kas pembantuy;

membayar belanja dar: Dana BOS;
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e. menerima dan menyilﬁpan bukti pertanggungjawakan
Dana BOS;

f. menyampaikan buku kas umum dan buku kas pembantu
Dana BOS setiap bulan;

g. menyusun dan menyiapkan laporan realisasi penerimaan
dan belanja Dana BOS setiap bulan;

h. menyusun dan menyiapkan laporan realisasi penggunaan
Dana BOS setiap semester dan/atau sisa Dana BOS;

i. menyusun dan menyiapkan laporan rekapitulasi realisasi
penggunaan Dana BOS setiap tahap penyaluran;

j. menyiapkan surat pertanggungjawaban mutlak Dana BOS;

k. menyusun laporan bahan rekapitulasi pembelian barang
milik daerah dari Dana BOS;

1. menyiapkan laporan barang milik daerah dari Dana BOS;
dan ‘ |

m. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengelola Keuangan Dana Bantuan Operasionai Sekelah pada
Satuan Pendidikan Menengah Swasta, Satuan Pendidikan

Khusus Swasta dan Satuan Pendidikan Dasar Swasta

Pasal 14

Pejabat pengelola kéuangan Dana BOS setiap Satdikmen
swasta, Satdiksus swasta, dan Satdikdas ewasta sesual
dengan kewenangannya terdiri atas: |
a. PPKD selaku BUD pada pemerintah provinsi;
b. Kepala SKPD provinsi dan kabupaten/kota sesual dengan

ke‘fvénangannya; ‘
c. Peranggung Jawab Dana BGS; dan

d. Bendahara Dana BOS.

Pasal 15
(1) PPKD selaku BUD pada permerintah provinsi sebagaimana
dimeksud dslam Pasal 14 huruf a, mempunyai tugas dan

wewenang:



(2)
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a. melakukan pencatatan realisasi pendapaten dan
belanja hibah Dana BOS kepada Satdikmen swasta,
Satdiksus swasta, dan Satdikdas swasta; dan

b. menerima  notifikasi penyaluran dan laporan
Penerimaan Dana BOS dari menteri yang menangani
urusan di bidang keuangan melalui kantor pelayanan
perbendaharaan negara dan dari penanggungjawab
Dana BOS Satdikmen swasta, Satdiksus swasta, dan
Satdikdas swasta. A

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang BUD

Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUD dapat

mendelegasikan kepada Kuasa BUD.

Pasal 16

Kenala SKPD provinsi, kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, mempunyai tugas dan
wewenang menelaah RKAS Dana BOS Satdikmen swasta,
Sazdiksus swasta, dan Satdikdas swasta sesuai dengan
kewenangannya.

Kepala SKPD kabupaten/kota sebagaimnana dimaksud
pada ayat (1), menyampaikan hasil penelaahan RKAS
Deana BOS Satdikdas swasta kepada Kepala SKPD provinsi.
Delam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepaila SKPD provirsi dan
kabupaten/kota mendelegasikan kepada pejabat
administrasi yang membidangi Satdikmen dan Sstdiksus
pada SKPD provinsi dan Satdikdas pada SKPD
kabupaten/kota. ‘

Pasal 17
Periangging Jawab Dana BOS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 huruf c dijabat cleh kepala Satdikmen
swasta, Satdiksus swasta, dan Satdikdas swasta sesuas
dengan kewenangannya. ‘
Penanggung jawab Dana BOS sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), mempunyai tuges dan tanggung jawaos:



a. menyusun dan menyampeaikan RKAS hibah Dana BOS;

b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja hibah Dana BOS;

c. melaksanakan anggaran Dana BOS pada Satdikmen
swasta, Satdiksus swasta atau Satdikdas swasta yang
dipimpinnya;

d. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran hibah Dana BOS;

e. mengadakan ikatan/perjanjian 'kérja sama dengan
pihak lain dalam batas anggaran hibah Dana BOS yang
telah ditetapkan;

=h

melakukan verifikasi atas bukti penerimaan dan

belan-a hibah Dana BOS;

g. menandatangani laporan realisasi penerimaan dan
belan a hibah Dana BOS bulanan;

h. menandatangani dan ‘menyampaikan laporan

rekapitulasi realisasi penggunaan hibah Dara BOS

setiar tahap peuyaluran;

i. melaporkan penggunaan hibah Dana BOS;

j. menandatangani surat pernyataan tanggung jawab

mutlak Dana BOS,

k. melakukan pergeseran belanja hibah pada RKAS Dana
BOS berdasarkan persetujuah komite sekolah;

1. mengawa& peldk%aﬂaan anggaran hlba“ Dana BOS
yang menjadi tanggung jawabnya; dan |

m melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kezentuan
peraturan perundang—’unda’ngan;_‘ |

Kepala Satdikmen swasta, Satdiksus swasta, dan

Satdikde swasta Sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

e*taﬂg ung }awab secara formal dan material atas belanja

)

*“‘“r_d BOS ydnv mkelolanya

Pasal 1&

Benr%ahara Dana BCS <*ebﬂ§faimaﬂa dimaksud daloam Pasal 14

hur L‘f d mempunyai tugas dan wewenang:

a.

menerima dan mcnylmpar uang penvall an hiibah Dana

AN
U»
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b. fnenérima dan menyimpan bukti pe.ﬁyalurah hibah Dana
BOS; - - |

c. mencatat ’penerimaan dan belanja hibah Dana BOS pada
buku kas umum dan kas pembantu;

d. membayar belanja yang bersumber dari hibah Dana BOS;

e. menerima dan menyimpan bukti pertanggungjawaban
hibah Dana BOS;

f. menyampaikan buku kas umum dan buku kas pembantu
hibah Dana BOS setiap bulan;

g. menyusun dan menyiapkan laporan penerimaan dan
belanja hibah Dana BOS setiap bulan;

h. menyusun dan menyiapkan laporan rekapitulasi realisasi
penggunaan hibah Dana BOS setiap tahap dan/atau sisa
hibah Dana BOS; '

i. menyusun dan menyiapkan laporan penggunaan hibah
Dena BOS;

j- menyiapkan surat pertanggungjawaban mutiak hibah
Dana BOS setiap tahapan; dan l |

k. memungut dan menyetorkan pajak sesual dengan
kewenangannya kberpedoman pada ketentuan peraturan

perundang-undangan.

"BABIV
PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
FADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH NEGERI,
SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS NEGER],
DAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR NEGERI

" Bagian Kesatu

Perencanaan dan Penganggaran

, Pasai 19
(1) Kepala  SKPKD provinsi ‘menyl,lsun RKA-SKPKD
perdasarkan penerima dan jumnlah Dana BO3S setiap
Sazdik sebagaiména dimaksud deilafm Pasal 3 ayat {1) atau
alokasi  penyaluran  anggaran .tahun  sebelumnya

S

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 avat (3 vang
; I
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memuat. rencana pengahggaran pendapatan dan Belanja
Dana BOS. |

Kepala SKPKD kabupaten/kota menyusun RKA-SKPKD
berdasarkan penerima dan jumlah Dana BOS setiap
Sazdik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau
alokasi penyalurank anggaran tahun  sebelumnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yang
memuat rencana penganggaran pendapatan hibah Dana
BGS.

Penganggaran pendapatan Dana BOCS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam akun
pendapatan, kelompok dana perirhbangan, jenis dana
alokasi khusus, objek dana alokasi khusus nontisik, dan
rincian objek pendapatan Dana BOS.

Penganggaran pendapatan Dana BOS sebagaimana
dimaksud = pada ayat (2) diuraﬁkan dalam akun
péndapatan, kelompok lain-lain pendapatan daerah yang
sah, jenis, objek, dan rincian ijek pendapatan hibah

Dana BOS sesuai dengan kode rekening berkenaan.

Pasal 20

Kepala Satdikmen negeri dan kepala Satdiksus negeri
menyusun RKAS Dana BOS berdasarkan penerima dan
jumléh Dana BOS setiap Satdik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) atau alokasi penyaluran anggaran
tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (3) yang memua._t'rencana(belar;ja Dana BOS.

Kepala Satdikdas negeri meayusun RKAS Dara BOS
berdasarkan penerima dan jumlah Dana BOS setiap
Satdik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau
alckasi  penyaluran ‘aynggar'an tahun  sebelumnya
sébé_ga‘imané dimaksud dalam Pasal “'.".,‘s ’aya't i3} yang
memuet rencana belanja Dana BOS. |

Reﬁcaﬁa belanja Dana BOS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan avaf (2) disusun dengafl mernpedornan: Juknis
pcnggunaari Dana BOS qesual dengaﬁ ke.tent:;{ari

perafuran perundang-undangan.
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Dalam hal terdapat péfubahari penggunaan Dana BOS
dalam Juknis Penggunaan Dana BOS yang mempengaruhi
rencana belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
pemerintah  provinsi dan  kabupaten/kota  dapat
melakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan oleh kepala Satdikmen negeri dan kepala
Sazdiksus negeri kepada kepala SKPD provinsi.

RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
disampaikan oleh kepala satdikdas negeri kepada kepala

SKPD kabupaten/kota.

Pasal 21

RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Fasal 20
ayat (1) dan ayat (2), antara lain memuat:
a. pererimaan dan belanja;
b. komponen penggunaan Dana BOS dalam program dan

kegiatan pada SNP;
c. standar satuan harga; dan
d. rencana penarikan Dana BOS setiap tahapan.
Penerimaan dan belanja sebagaimana dimaksud pada avat
(1) huruf a diuraikan berdasarkan klésifika:‘si, kodefikasi,
dan nomenklatur dalam APBD sesuai dengan ketentuar
Peraturan Menteri mengenai pengelolaan keuangan
daerah.
Ko:niaoﬁen penggunaan Dana BOS dalam program dan
kegiatan pada SNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b diuraikan sesuai dengan ketentuan peraturan
nenteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang
pendidikan. | . -
Standar satuan harga sebagaimana dimaksud péuia ayat
(1) huruf ¢ merupakan harga satuan setiap unit
bélrang/ jasa yang berlaku di provinsi atan kabupaten/kota
ya:'ag difetapkan dengari  peraturan guberm;r dan
peraturan bhupati/wali kota sesual dengan

kewenangannya.
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Rencané penarikan  Dana BOS setiap  tahapan
sebagaimana dimakSud pada ayat (1).hur‘uf d disesuaikan
dengan jadwal tahapan penyaluran Dana BOS
oerdasarkan pada ketentuan mengenai pengelolaan dana
alckasi xhusus nonfisik yang ditetapkan oleh menteri yang
menangani urusan pemerintahan di bidang keuangan.

“ormat RKAS Satdikmen negeri, Satdiksus negeri, dan
Satdikdas negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Zercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

Kepala SKPD provinsi setelah menerima RKAS Dana BOS

dari kepala Satdikmen negeri dan kepala Satdiksus negeri

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 avat (1)

menugaskan pejabat administrasi yang membidangi

Satdikmen dan Satdiksus untuk melakukan penelaahan

RKAS Dana BOS.

Kepala SKPD kabupaten/kota setelah menerima RKAS

Dana BOS dari kepala Satdikdas negeri sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) menugaskan pejabat

administrasi yang membidangi  Satdikdas untuk
melakukan penelaahan RKAS Dana BOS.

Penelaahan RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2), meliputi:

a. kesesuaian alokasi setiap Satdik dengan daftar
penerima dan jumlah Dana BOS setiap Satdik
dan/atau alokasi penyaluran anggaran tahun
sebelumnya termasuk sisa Dana BOS tahun
sebelumnya;

b. kesesuaian penerimaan dan belanja Dana BOS dengan
klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. kesesuaian belanja Dana BOS dengan penggunaan
Dana BOS dalam Juknis Dana BOS;

d. kesesuaian  rencana  penggunaan Dana  BOS

berdasarkan komponen penggunaan Dana BOS dalam
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program dan kegiatan pada SNP; |

e. kesesuaian satuan hérga berdasarkan standar satuan
harga yang berlaku; dan

f. kesesuaian rencana penarikan Dana BOS dengan
tahap penyaluran Dana BOS sesuai dengan kezentuan
peraturan perundang-undangan.

Penelaahan RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah

diterimanya dokumen RKAS Dana BOS secara lengkap.

Pasal 23
Pejabat administrasi yang membidangi Satdikmen dan
Satdiksus bagi provinsi dan pejabat administrasi yang
membidangi Satdikdas bagi kabupaten/kota melakukan
rekapitulasi RKAS Dana BOS yang telah dilakukan
peneiaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat
(1) dan avat (2).
Berdasarkan hasil rekapitulasi RKAS Dana BOS yang telah
dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala SKPD provinsi dan kabupaten/kota menyusun
RKA-SKPD.
RKA-SKPD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
memuat rencana belanja Dana BOS yang diuraikan ke
dalam program pengelolaan pendidikan, kegiatan BOS
untuk pendidikan menengah dan/atau khusus dengan
kelompok belanja langsung dan jenis belanja, sesuai
dengan kode rekening berkenaan.
RKA-SKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pade
ayat (2) memuat rencana belanja Dana BOS yang
divraikan ke dalam program pengelolaan pendidikan,
kKegiatan BOS untuk pengelolaan pendidikan dasar dengan
kelompok belanja langsung dan jenis belanja, sesuai
dengan kode rekening berkenaan.
Format RKA-SKPD Satdikmen negeri, Satdiksus negerti,
dan Satdikdas negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagien tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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Pasal 24
RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Fasal 20
ayat (1) dan ayat (2) dan RKA-SKPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) disampaikan kepada tim
anggaran Pemerintah Daerah provinsi atau
kabupaten/kota melalui PPKD  sesuai dengan
kewenangannya untuk dilakukan verifikasi.
Tim anggaran Pemerintah Daerah provinsi atau
kabupaten/ kotav menyampaikan kembali RKA-SKPD
beserta RKAS yang telah dilakukan verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada PPKD sesuai dengan
kewenangannya untuk dicantumkan dalam rarcangan
Perda tentang APBD.
Dalam hal hasil verifikasi tim anggaran Pemerintak Daerah
provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD
melakukan penyempurnaan paling lama 2 (dua) hari.
Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan
RKAS dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mengikuti tahapan dan jadwal pfdses penyusuran dan

penetapan APBD.

Pasal 25
Dalam hal alokasi Dana BOS yang dianggarkan dalam
Perda tentang APBD oyprovinsi atau kabupaten/kota
berdasarkan  alokasi penyaluran tahun  anggaran
sebelumnya tidak sama dengan penerima dan jumiah
Dana BOS setiap Satdik yang ditetapkan oleh menteri yang
menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan,
pemerintah  provinsi atau kabupaten/kota melakukan
penyesuaian penganggaran alokasi Dana BOS pada APBD.
Dalam hal Perda tentang APBD telah ditetapkan dan
alokasi Dana BOS tidak sesuai dengan realisasi
penyaluran Dana BOS tahap III (Tiga) berdasarkan batas

akhir pengambilan data pada Dapodik tahun anggaran



berkenaan, pemerintah provinsi atau kabupaten/kota
melakukan penyesuaian penganggarari alokasi Dana BOS
pada APBD. |
Pznyesuaian penganggaran alokasi Dana BOS pada APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan dengan mengubah Perkada tentang penjabaran
APBD mendahului Perda perubahan APBD.

Materi muatan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat
(3}, dimuat dalam rancangan Perda tentang perubahan
APBD.

Dalam hal tidak dilakukan penetapan perubahan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), materi muatan
Perkada  sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Penetapan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat {3),
diteritahukan kepada pimpinan dewan perwakilan rakyat
daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung setelah

Perkada ditetapkan.

Pasal 26
Kepala Satdikmen negeri, kepala Satdiksus negeri, dan
kepala Satdikdas negeri dapat melakukan perubahan
belanja pada RKAS Dana BOS sebagannana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) untuk menyesuaikan
kebutuhan } homponen penggunaan dalam SNP.
Perubd{mn Delanja RKAS Dana BOS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada rincian objek
belanja dalam satu objek, dan antarobjek dalam satu jenis
behﬁja RKAS Dana BOS.
Perubahan belanja RKAS Dana 8bf schéléa;mana
dimaksud pada ayat (2) mtetapkan oleh ke pala Satdikmen
negeri, kepala Satdiksus negcu dan kepcua Satdikdas
negeri dan disetujui oleh kom1tc SPko]ah
Perubahan RKAS Dana B(JS seba%urrana dirnaksud pada
ayat (8) disampaikan oleh kC")Eﬂd bu(dﬂ\mt‘ﬂ negeri dan

kepala Satdiksus negeri kepada kepala SKPD provinsi dan



kepala Satdikdas negeri kepada  kepala  SKPD
kabupaten/kota.

Bagian Kedua

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 27
Dalam rangka pelaksanaan anggaran Dana BOS yang telah
ditetapkan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2):
a. Kepala SKPD menyusun rancangan DPA-SKPD; dan
b. Penanggung Jawab Dana BOS dan Bendahara Dana BOS
membuka rekening Dana BOS atss nama Satdikmen

negeri, Satdiksus negeri, dan Satdikdas negeri.

‘Pasal 28

(1) Kepala SKPD provinsi dan kabupaten/kota menyerankan
rancangan DPA-SKPD yang telah disusun sebagaimena
dimaksud dalam Pasal 27 huruf a kepada PPKD orovinsi
dan kabupaten/kota untuk disahkan.

(2) DPA-SKPD vyang telah disahkan sebagaimana dimaksud
pada ayaf (1) menjadi dasar pelaksanaan kegiatan yang
bersumber dari Dana BOS.

(3) Format DPA-SKPD Satdikmen negeri, Satdiksus negeri,
dan Satdikdas negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yahg merupakan bkagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 29
(1) Rekening Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 huruf b, disimpan pada bank. yang ditetapkan oleh
gubernur  dan bupati/ wali kota bCuL«U  dengan
kewenanganaye. | ' ‘
(2) Dé{iam'hal terdapat bunga, Jasa girc{, dan/ atau _rabalan
lainnya atas Dana BOS yang disimpan pada benk

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bunga, jasa giro,



dan/atau imbalan lainnya menjadi  pendapatan daerah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-uncangan.

Pasal 30
Berdasarkan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (2),  kepala Satdikmen negeri, kepala
Sazdiksus negeri, dan kepala Satdikdas negeri
melaksanakan kegiatan yang bersumber dari Dana BOS.
Kegiatan yang bersumber dari Dana BOS sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) dilakukan secara berkala sesuai
dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dalam RKAS
Dana BOS dan DPA-SKPD dengan memperhatikan tahap
penyvaluran Dana BOS.
Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
disalurkan langsung oleh menteri yvang menangani urusan
di bidang keuangan melalui kantor pe.ayanan
perbendaharaan negara ke rekening Satdikmen negeri,
Sazdiksus negeri, afau Satdikdas négéri sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
Penyaluran Dana BOS diinformasikan oleh mernteri yang
menangani urusan di bidang keﬁangan melalui kantor
pelé&anan perbendaharaan negara képada PPKD selaku
BUD masing-masing provinsi berupa notiﬁkaéi secara

elektronik yang dapat dicetak.

Pagal 31

Kepala Satd:kmen Negeri dan Satdiksus Negeri melaporkan
Penerimaan Dana BOS yang diterima dari menteri yang
menangani urusan di bidang keuangan melalui kantor
pe.’iaye;nan perbeﬂdaharaan negara kepada PPKD selaku
BUD prbvinsi.

Berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 ayat (4), dan laporan Penerimaan Dana BOS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1j, PPKD selaku BUD
pro{rmsi menerbitkan SP2T. | |

Berdasarkan SP2T sebagaihlana dimaksud paca aya’ri i2),

PPXD provinsi mengakui realisasi pendapatan.
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(4) Format SP2T sebagaimana _dimak_si;d pada ayat (2)
tercantum dalam Lampire_uj yang merupakan bagien tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 32

(1) Berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
30 ayat (4), PPKD selaku BUD provinsi memberikan
informasi penyaluran Dana BOS kepada PPKD selaku BUD
kabupaten/kota.

(2) Kepala Satdikdas Negeri melaporkan Penerimaan Dana
BOS yang diterima dari menteri yang menangani urusan di
bidang keuangan melalui kantor pelayanan
perbendaharaan negara kepada PPKD selaku BUD
kabupaten/kota. '

(3) PPKD selaku BUD kabupaten/kota berdasarkan informasi
penerimaan Dana BOVS sebagaimaﬁa dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) menerbitkan SP2H.

(4) Berdasarkan SP2H sebagaimana dimaksud pada ayat (3},
PPKD kabupaten/kota mengakui realisasi pendapatan.

(5) Format 3P2H sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tercantum dalam Lampiran vang merupakan bagien tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 33

(1) PPED kabupaten/kota menyampaikan informasi
penerimaan Dana BOS kepada PPKD -provinsiu |

(2) Berdasarkan informasi PPKD kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1}‘ PPKD provinsi selaku
BUD menerbitkan SPB Hibah Dana BO®S. |

(3) Berdasarkan SPB Hibah Dana BOS sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), PPKD pr'ovinsi mengakui realisasi
belanjia hibah Dana BOS Satdikdas Negeri.

(4) Format SP’B~ Hibah Dana BOS sébag'aiméma dimaksud
pada aya:i 2} térctan:tum dalam Lampiréti yéng merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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Pasal 34

Pengadaan barang/jasa pada Satdik dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

Pasal 35

Bendahara Dana BOS melaksanakan pembayaran belanja

Dana BOS dengan melakukan tahapan:

a. meneliti  kelengkapan dokumen pembayaran yang
diterbitkan oleh penanggungjawab Dana BOS beserta
bukti transaksinya;

b. menguji kebenaran  perhitungan fagihan vang
tercantum dalam dokumen pembayaran; dan

c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

Dalam hal tahapan sebagaimana dimaksud pada avat (1)

tidak ‘terpenuhi, Bendahara Dana BOS menolak

permintaan penibayaran dari penanggungjawak Dana

BCS.

Bendahara Dana BOS bertanggung jawab secara pribadi

atas pembayaran yang dilaksanakannya.

Pasal 36
Penerimaan dan belanja yangbér/sumb‘er dari Dana BOS
dicatat oleh Bendahara Dana BOS pada buku kas umum
dan buku pembaritu kas.
3uku pembantu kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
:‘n'el‘iputi buku pembantu kas, buku pembantu bank, bukn
membantu pajak, dan buku pemba.ntu rinciar objek
belanja. ‘
Buku kas umum dan buku pembantu kas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), setiap akhir bulan dilakukan
nenutupar buiu. |
Dalam hal terdapat penerimaan dan belanja lainnya selain
Daha BOS, pencatatan di].akukan paca buku kas umum
dan buku pémbantu kas secara terpisah. .‘ |
3‘5rmat buku kas umum, buku pembantu kas, buku
;}'@Iﬁbanm bank, buku pembantu pajak dan buku

pembantu rincian objek belania sebagaimana dimaksud



pada ayat (1) dan ayat (2) kterca:qtum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Mernteri ini.

Pasal 37

Penutupan buku setiap akhir . bulan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) ditandatangani oleh
Bendahara Dana BOS dan penanggungjawab Dana BOS.
Penutupan buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dengan melampirkan bukti belanja yang sah dan lengkap
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan buku kas umum dan buku kas pembantu
yang telah ditandatangani Bendahara Dana BOS dan
penanggungjawab Dane BOS sebégaimana dimaksaud pada
ayat (1), Bendahara Dana BOS menyusun iaporan realisasi
nenerimaan dan belanja Dana BOS.

Laporan reelisasi pénerima_an dan belanja Dara BOS
sebagaimana dimaksud pada ayat {3 .di.sampaikan kepada
kepaia Satdikmen negeri, kepala Satdiksus negeri, dan
kepala Satdikdas negeri setiap bulan paling iambat tanggal

S bulan berikutnya.

Pasal 38

Berdasarkan laporan realisasi penerimaan dan belanja
Dana BOS bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
37 ayat (4}, Bendahara Dana BGS menyusun laporan
realisasi penerimaan dan Belanja Dana BOS setiap
semester. '

Laporan reslisasi penerimaan dar belanja Dana BOS
setiap semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa jumiah anggaran, realisasi anggaran, dan sisa
Dana BOS. |

Format laporan realisasi penerimaan den bejanja Dana
BOS setisp semester sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
tercantum dalani Lampiran vang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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(1)

“Pasal 39
Kepala Satdikmen riegeri dan kepala Satdiksus negeri
menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan belanja
Dana BOS setiap semester sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 ayat (1) kepada kepala SKPD provinsi melalui
Bendahara Pengeluaran SKPD provinsi.
Kepala Satdikdas negeri menyampaikan laporan realisasi
penerimaan dan belanja Dana BOS setiap szmester
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) kepada
kepala SKPD  kabupaten/kota melalui Bendahara
Pengeluaran SKPD kabupaten/kota.
Laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS
setiap semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), dilampiri surat pernyataan t‘é:nggung jawab kepala
Satdikmen negeri, kepala Satdiksus negeri, dan kepala
Satdikdas negeri dan rekapitulasi pembelian barang milik
daerah setiap semester paling lambat tanggal 5 bulan
berikutnya.
Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan
format rekapitulasi pembelian barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal 40
Berdasarkan laporan rekapitulasi realisasi penggunaan
Dana BOS setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 ayat (4), kepala Satdikmen negeri dan kepaia
Satdiksus nkegeri, menyusun laporan i‘ekapituiasi realisasi
penggunaan Dana BOS setiap tahap penya}uran‘.
Berdésarkan laporan rekapitulasi realisasi penggunaan
Dana BOS setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 ayat (4), kepeﬂa Satdikdas negeri menyusun
laporan rekapitulasi realisasi penggunaan Dena BGCS
setiap tahap penyasluran. :
Laporan rekapitulasi realisasi penggunaan Dana BOS

setiap tahap penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat
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(1) dan ayat (2), disampaikah kepada kefnenterian yang
menangani urusan di bidang pendidikan sebagai dokumen
penyaluran. |

Format laporan rekapituldasi realisasi. penggunaan Dana
BCS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan
format sebagaimana diatur dalam peraturan menteri yang
menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan

mengenai Juknis Penggunaan Dana BOS.

Pasal 41
Sisa Dana BOS Satdikmen negeri dan Satciksus negeri
pada akhir tahun anggaran dilaporkan kepada PPKD
selaku BUD melalui SKPD provinsi dan tetap d: rekening
bank Satdikmen negeri dan Satdiksus negeri.
Sisa Dana BOS Satdikdas negeri pada akhir tahun
anggaran dilaporkan kepada PPKD selaku BUD melalui
SKPD kabupaten/kota dan tetap di reken:ng bank
Sazdikdas negeri.
Sisa Pengelolaan Dana BOS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), diakui sebagai SiLPA penerimaan
pembiayaan pada APBD.
Pengakuan SiLPA oleh PPKD selaku BUD provinsi atau
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dilakukan setelah pelaporan keuangan SKPD direviu oleh
aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sisa Pengelolaan Dana BOS yang telah mendapatkan
pengakuan PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), dapat digunakan pada tahun anggaran
berikutnya dengan mempedomani Juknis Penggunaan

Dana BOS tahun anggaran berikutnya.
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Bagian Ketiga

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 42

(1) Berdasarkan laporan realisasi penerimaan dan belanja
Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat
(1}, Bendahara Pengeluaran SKPD provinsi membuat
rexapitulasi laporan penerimaan dan belanja Dana BOS
setiap Satdikmen negeri dan Satdiksus negeri setiap
semester.

(2) Berdasarkan laporan realisasi penerimaan dan belanja
Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat
(1), Bendahara Pengeluaran SKPD kabupaten/kota
membuat rekapitulasi laporan penerimaan dan belanja
Dana BOS setiap Satdikdas negeri setiap semeszter.

(3) Rekapitulasi laporan realisasi penerimaan dan belanja
Dana BOS setiap semester sebagaimana dimaxsud pada
ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada PA melalui PPK-
SKPD provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan

kewenangannya.

Pasal 43
(1) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3),
melakukan verifikasi terhadap rekapitulasi laporan
realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS pada masing-
masing Satdikmen negeri, Satdiksus negeri, dan Satdikdas
negeri sesuai dengan kewenangannya.
(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk
menguji:
a. perhitungan laporan realisasi penerimaan dan belanja
Dana BOS setiap semester;
b. kesesuaian belanja Dana BOS dengan RKAS, DPA
SKPD, dan informasi penerimaan Dana BOS dari

kantor pelayanan perbendaharaan negara; dan

G

surat pernyataan tanggung jawab mutlak Dana BOS
oleh kepala Satdikmen negeri, kepala Satdiksus negert,

dan kepala Satdikdas negeri.
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Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak terpenuhi, PPK-SKPD melalui Bendahara
Pzngeluaran SKPD mengembalikan laporan rekapitulasi
realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS setiap
semester kepada kepala Satdikmen negeri, kepala
Sazdiksus negeri, dan kepala Satdikdas negeri sesuai
dengan kewenangannya untuk diperbaiki dan/atau
dilengkapi.

Pengembalian laporan rekapitulasi realisasi penerimaan
dan belanja Dana BOS setiap semester kepada kepala
Sazdikmen negeri, kepala Satdiksus negeri, dan kepala
Sazdikdas negeri sesuai dengan < kewenangannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 1 (satu)
hari setelah diterimanya hasil verifikasi.

Perbaikan atas hasil verifikasi oleh kepala Satdikmen
negeri, kepala Satdiksus negeri, dan kepala Satdikdas
negeri sesuai dengan kewenangannya melalui Bendahara
Pengeluaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
paiing lama 2 (dua) hari setelah menerima pengembalian

hasil verifikasi.

Pasal 44
Dalarn hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksuc dalam
Pasal 43 ayat (5) telah sesuai, PPK-SKPD provinsi dan
kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya
menyiapkan rancangan SP2B.
SP23 sebagaimana dimalksud pada ayvat {1}, diterbitkan
cleh PA paling lama 2 (dua) hari terhitung setelah lzporan
rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS
setiap semester terpenuhi.
SP23 yang ditandatangani oleh PA sebagaimana dimaksud
ayat (2} diajukan kepada BUD imtuk psnerbitan SPE.
Format SP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



(1)

(2)

- 34 -

Pasal 45

BUD provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan

kewenangannya meneliti kelengkapan dokumer. SP2B

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) yang
diajukan oleh PA.

Ke.engkapan dokumen SP2B yang diajukan oleh PA

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. laporan rekapitulasi penerimaan dén belanja Dana
BOS setiap semester untuk masing-masing Satdikmen
negeri, Satdiksus negeri, atau Satdikdas negeri; dan

b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Dana BOS
oleh kepala Satdikmen negeri, kepala Satdiksus negeri,
atau kepala Satdikdas negeri.

BUD menerbitkan SPB setelah dokumen sebagaimana

dimaksud pada ayat (2} terpenuhi paling 'ama 2 (duaj hari

setelah menerima dokumen secara lengkap.

Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2!

udax lengkap, BUD menolak menerbitkan SPB.

Penolakan penerbitan SPB sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) paling lama 1 (satu) hari setelah menerima,

dokumen SP2B dari PA.

Format SPB sebagaimana dimaksud pada ayat {3)

tercantum dalam Lampiran y'ahg merﬁpakan tagien tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 46

Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas Pengeiolaan
Dana BOS, PPK-SKPD, BUD dan Bendahara Pengeluaran
SKPD melakukan rekonsiliasi atas realisasi penerimaan
dan belanja Dana BOS setiap semester pada provinsi,
1<abupaten dan kota sesuai dengan ke‘wenangaﬁnya.
Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1 paling
sedikit dilaksanakan 2 (duaj kali dalam 1 {satu tahun
anggaran dan dituangkan dalam verita acara rekonsiliasi.
Dalam hal rekonsiliasi te'f.jadi' perbedaan angka antara
PPK-SK,.PD; BUD dan Bendahara pé11geluaran. SKPD maka

dilakukan penyesuaian laporan penerimaan dan belanja
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Dané BCS Sesuai dengan k'etentuan. perafuran perundang-
undangan. | o | »

(4) Format berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksuc
pada ayat (2) tercantum dalam Larripiran yang merupakar

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 47

(1) SPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 aya: (3) dan
berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46 ayat (2), sebagai dokumen sumber pencatatan
PPK-SKPD dalam menyusun laporan keuangan SKPD.

(2) Dalam hal SPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menghasilkan aset tetap, aset lainnya dan barang
persediaan berdasarkan hasil stock opname akhir tahun,
diakui dan dicatat sebégai‘ barang milik daeraz sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABV
PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH SWASTA, SATUAN
PENDIDIKAN KHUSU‘S SWASTA DAN SATUAN PEND-DIKAN
DASAR SWASTA

Bagian Kesatu

Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 48
(1) Kepala Satdikmen swasta, kepala Satdiksus swasta, dar
kepala Satdikdas swasta sesuai dengan kewenangannya
menyusun RKAS Dana BOS berdasarkan senerima dar
jumlah Dana BOS setiap Satdik yang diretapkan olek
menteri yang menangani uru‘s‘an nernerintahan di bidang
Pendidikan sr:‘i)a:gaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1
yang tercantum dalam NPHD atau alokasi penyalurar:
tahun anggaran sebelumnya sebagairnana dimaksuc
daﬁam Pasal 3 ayat (3) yang rrie;.nuat renéa.na pererimaar:

dan belanja Dana BOS. |



(2)

Rencana b,éklanja Dana BU&) Sebégaimaﬁa dimaksud pada
ayat (l)b disusun . dengan mempedomani Juknis
nenggunaan Dana BOS‘ sesuai dengan ketentuan
veraturan perundang-undangan.

RKAS Dana BOS Satdikmen swasta dan Satdiksus swasta
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh
<epala Satdikmen swasta dan kepala Satdiksus swasta
<epada kepala SKPD provinsi.

RKAS Dana BOS Satdikdas swasta sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), disampaikan oleh kepala Satdikdas swasta
kepada kepala SKPD provinsi melalui kepala SKPD
kabupaten/kota.

Penyampaian RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dan ayat (4) paling lama 14 (empat be_as) hari

pea

etelah penetapan penerima dan jumlah Dana BOS setiap

Satdik.

Pasal 49

RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud daiam Pasal 45
ayat (1), memuat:
a. penerimaan dan belanja;
b. komponen penggunaan Dana BOS dalam program dan

~ kegiatan pada SNP;
c. standar satuan harga; dan
d. rencana penarikan Dana BCGS setiap tahapan.
Penerimaan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a diuraikan sesuaiA dengan Juknis pengguraan
Dana BOS.
Kcmponen penggunaan Dana BOS dalam program dan
kegiatan pada SNP sebagaimana dimaksud pada eya: (1)
huruf b diuraikan sesuai dengan ketentuan peraturan
menteri vang menaﬁgani urusan pemerintahan di bidang
pend};dikah. | :
Standar satuan harga Sebagairﬁana dimalksud paia ayat
(1) huruf ¢ merﬁpakan harga 'satuan setiap unit

barang/iasa vang berlaku di provins! atau kabupaten/xocta
Y A o Py 8 i
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vang ditetapkan cfiehgé.n - peraturan gubernur dan
peraturan bupati/ Wa.ii koté.

Reacana penarikah Dana BOS setiap tahapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disesuaikan
dengan jadwal penyaluran Dana BOS berdasarkaen pada
ketentuan mengenai pengelolaan dana alokasi khusus
noafisik yang ditetapkan oleh menteri yang menangani
urusan pemerintahan di bidang keuangan. ’

Format RKAS Satdikmen swasta, Satdiksus swasta dan
Satdikdas Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 50
Berdasarkan RKAS Dana BOS yaﬁg dis'ampaikan oleh
kepala Satdikmen swasta dan kepala Satdiksus swasta
sebagsimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3), kepala
SKPD provinsi menugaskan péja'bat administrasi yang
mefnbidangi Satdikmen dan Satdiksus untuk melakukan
penelaahart. |
Berdasarkan RKAS Dana BOS yang disampaikan oleh
kepala Satdikdas swasta sebagaimana dimaksud dalam
Pasé{i 48 ayat (4), kepala SKPD kabupaten/kotzi
menugaskan pejabat administrasi vang membidangi
Sazdikdas uﬁtuk melakukan penelaahan.
Penelaahan RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), meliputi: .

a. kesesuaian penerimaan dan helanja Dana BOS

polr

berdasarkan alokasi setiap Satdik atau alokas
pényaluran anggaran tahun sebelumnya termasuk sisa
Dana BOS tahun sebelumnya;

b. kcsesﬁaﬁan belanja Dana BOS dengaﬁ pehggunaan
Dana BOS dalam Juknis Penggu,naan Dana BOS;

c kesesuéié.ﬁ pénggunaéln Dana BGOS dengan kozﬁponen
penggunaan daiam ﬁi‘ogrétria dan kegiatan pada SNP;

d. kesesuaian satuan harga b@rdasar‘kaiﬂ standar ‘satuan

narga yang berlaku padz Pemnerintah Daerah crovinsi
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atau kabupaten /kota; dan ‘

e. <ese%ua1an rencanfl penankan Dana BOS dengan tahap
penyaluran Dana BOS sesuai dengan ketentuan
neraturan perundang-undangan.

Hasil penelaahan RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan kembali oleh kepala SKPD

provinsi kepada kepala Satdikmen swasta dan kepala

Sazdiksus swasta.

Hasil penelaahan RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) disampaikan kembali oleh kepala SKPD

kanupaten/kota kepada kepala Satdikdas swasta.

-lasil penelaahan RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) dan ayat (5), paling lama 7 (tujuh) hari sejak

diterima oleh kepala SKPD provinsi atau xepaia SKPD

kabupaten/kota.

Pasal 51

Kepala Satdikmen swasta, kepala Satdiksus swasza, atau
xepala Satdikdas swasla sesuail "‘dengan kewenangannya
danat melakukan perubahan belanja pada RKAS Dana
BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 avat {(4) dan
ayat (5), untuk menyesuaikan kebutuhan mrnpor\en
penggunaan dalam SNP berdasarkan Juknis Penggunaan
Dana BOS.

Penyesuaian kebutuhan komponen penggunaan dalam
SNP berda%am{an Juknis Penggunaan Dana BOS
se':)agalmana dimaksud ayat (‘1'), termasuk menampung
perﬁbahan besaran Dana BOS sebagai akibat penyaluran
Dana BOS tahap III (Tiga) berdasarkan batas akhir
pengambilan data ~pada Dapodik tahun anggaran
1’36’1‘1(01’1&18.;1’1.‘ | : | |
Perubahan belanja RKAS Dana BOS sebagaimzana
dimaksud pada. aya1 (1) dan ayal, l/) dl‘reta kan oleh kepala
oa,dlkn.u_en swasta, kepala batd;Ke,u:, swasta, atau kepala

Satdikdas swasta dan deCTU.JU' oleh komlte sekolan.



(4)

Perubahan Rf{AS Dana.EOS Satdikmen swastea, Satdiksus
swasta, atau Satdikdas swasta sebagaimana dirmaksud
pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala SKPLC prcvins:.

Perubahan RKAS Dana BOS  Satdikdas swasta
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga disampaikan

kepada Kepale SKPD kabupaten/kota.

Paszl 52
Penyesuaian anggaran hibah Dana BOS pada APBD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilaporkan dalam
laporan penggunaan hibah Dana BOS.
Penyesuaian anggaran hibah Dana BOS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ftidak perlu dilakukan adendum

NPHD.

Bagian Kedua

Pelaksanaan dan Penatausahaan

~ Pasal 53
RKAS Dana BOS yang telah dilakukan penslaahan
seba.gairﬁarla dimaksud dalam Pasal 50 ayat (6}, :’nenjédi
dasar pelaksanaan kegiatan yéng bersumber dari hibah
Dana BOS pada Satdikmen swasta, Satdiksus swasza, dan
Satdikdas swasta.
Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari hiban Dana
BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan
NPHD yang dilakukan secara berkala berdasarkan
kebutuhan yang telah ditetapkan dalarn RKAS Daza BOS
deﬁgan memperhétikan tahap penyaluran hibah Dana

BOS.

Seﬁap tahap penyalurar hibah Daha BOS sebagaimana
dirnaksud pada ayat (2), diterima langsung melalui
rekening Saidikmen swasta, Satdiksus swasta, dan
Satdikdas swasta sesual dengan ketentuan peraturan
per“undang—tmdangan yang dikelola oleh Bendahara Dana
BOS.
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Péﬂjfaluran hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diinformasikan 'Aoleh menteri yang menangani
urusan d1 bidang keuangan melalui kantor pelayanan
perbendaharaan negara kepada PPKD selaku BUD masing-
masing provinsi berupa notifikasi secara elektronik
Kepala Satdikmen swasta, Kepala Satdiksus swasta, dan
Kepala Satdikdas swasta melaporkan penerimaan hibah
Dana BOS yang diterima dari menteri yang menangani
urusan di bidang keuangan melalui kantor pelayanan
nerbendaharaan negara kepada PPKD selaku BUD
provinsi.
Kepala Satdikdas swasta sebagaimana dimaksud pada
ayat (9), juga menyampaikan laporan penerimaan hibah
Dana BOS kepada PPKD selaku BUD kabupatern /kota
melalui SKPDkabupater.l /kota. |
relaporan penerimaan hibah Dana BOS Sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dapat disampaikan secara tertulis
dan‘/atau elektronik. ,
Berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dan informasi penerimaan hibah Dana BOS pada ayat
(5), PPKD seiaku BUD Provinsi mer*erbltkan SP2T can SPB
Hibah Dana BOS. '

SP2T Dana BOS dan SPB Hibah Dana BOS sebagaimana

' dﬁrnaksud pada ayat (7} menjadi dokumen sumber

pericatatan pendapatan transfer dan belanja hibah Dana

BOS pemerintah provinsi.

Pasal 54
Penerimaan dan belanja yang bersumber dari hibzh Dana

OQ dfcatat oleh Bendahara Dana BOS pada buku kas

umum d.am buku kas pe mbantu

:;u;- de pembantu scbagaxmana dirnaksucl nddd yat (1)
paling sedikit meiiputi buku pembantu kas tunai, buku
pem’béntﬁ bank, dan buku nembentu paiak

Buku kas umum dan b'uiu Kas pembantu sebagaimana
/

dimmaksud pada ayat {1) setiap akhir bulan d:ia.kukan

penutupan buku.
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Dalam hal terdapat penerimaan dan belanja lainnyz selain
Dana BOS, pencatatan dilakukan pada buku kas umum

dan buku kas pembantu secara terpisah.

Pasal 55

Penutupan buku setiap akhir bulan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) ditandatangeni ocleh
Bendahara Dana BOS dan penanggungjawab Dana BOS.
Penutupan buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan melampirken bukti belanja yang sah dan lengkap.
Berdasarkan buku kas umum dan buku kas pembantu
vang telah ditandatangani Bendahara Dana BOS dan
penanggungjawab Dana BOS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bendahara Dana BOS menyusun laporan
penerimaan dan belanja hibah Dana BGS bulanar..
Laporan penérimaan dan belénja hibah Dana BOS
bulanan 'sebagaimana dimaksud pada ‘ayat (3)
disampaikan kepada kepala Satdikmen swasta, kevala
Satdiksus swasta, dan kepala Satdikdas swastzs setiap

bulan.

Bagian Ketiga

Pelaporan dan Pertanggungjawabarn

Pasal 56

Berdasarkan laporan penerimaan dan belanjé hibah Dana
BOS bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat
(¢}, Bendahara Dana BOS menyusun laporan rekapitulasi
realisasi penggunaan hibah Dana BOS setiap tahap
penyaluran. |

Kepala Satdikmen s&vasta, kepaiaSatdiksus swasta, dan
kepala  Satdikdas swasta menyampaikan laporan
rekapitulasi realisasi penggunaan hibah Dana BCS setiap
tahap penyaiumn kibah Dana BO& sébagaimana
dinia.ksud pada ayat (1)' kepada Kepala SKPD provirsi. |
cha]_.é Satdikdas swasta sebagaimana_ gj.imaksud. pada

ayat (2), juga menyampaikan laporan rekapitulasi realisasi
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nenggunaan hibah Dana’ BOS .Sé.fiap taiqap pényaluran
aibah Déna' é’OS kepada PPKD’ selaku BUD
KLakupaten/kota melélﬁi SKPD kabupateﬁ /kota

_aroran rekapitulasi realisasi penggunaan hiban Dana
BOS setiap tahap penyaluran hibah Dana BOS
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dengan
surat pernyataan tanggung jawab kepala Sazdikmen
swasta, kepala Satdiksus swasta, dan kepala Satdikdas
sweasta setiap tahap penyaluran paling lama tanggal 5
bulan berikutnya.

Laroran rekapitulasi realisasi penggunaan hiban Dana
BOS setiap tahap penyaluran sebagaimana dimaksud pada
aya: (2), disampaikan oleh kepala Satdikmen swasta,
kepala Satdiksus swasta, dan kepala Satdikdas swasta
kepada kementerian yang menangani urusan di bidang

Pendidikan sebagai dokumen penyaluran.

Pasal 57

Berdasarkan laporan realisasi peng‘guna\ah hiban Dana
BOS setiap buian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55
aya: (4), penanggungjawab Dana BOS menvampaikan
laporan penggunaan hibah Dana BOS. |

La;joran penggunaan nibah Dana ‘BOS sebagaimana
dimaksucd pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur
melalu: PPKD dengan -embusan Kepala SKPD provinsi
untuk  Satdikmen swasta dan Satdiksus swasta serta
kepala SKPD kabupaten/ kota untuk Satdikdas swasta

pa’ing .ambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.

 Pasal 58 ‘
Pertanggungjawaban hibah Dana BOS, meliputi:
a. laporan penggunaan nibah Dana BOS;
b. surat pernyataan !:anggung jawab yang menyatakan
pekwa hibah yang diterimna telah digunakan sesuai
NPHD; dan ' A |

¢ oukti pengeluaran vang lengkap dan sah.
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Perzanggungjawaban Se’bégaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ disimpan dan dipergunakan oleh penerirma hibah
seleku objek pemeriksaan;

Format lapor(an penggunaan hibah Dana BOS3, surat
perayataan tanggung jawab dan bukti pengeluaran yang
lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sesuai dengan format sebagaimana diatur dalam peraturan

Menteri mengenai hibah yang bersumber dari AFBD.

BAB VI
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DANA EQS

Pasal 59
Pemerintah Daerah menerapkan 'Pengelolaan Dena BOE
perbasis elektronik dalam rangka penyediaan irnformasi
zeuangan daerah.
Pengelolaan Dana BOS berbasis elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem yang
terintegrasi dengan sistem informasi pemerintehan daerah

sesuai dengan ketentuan veraturan perundang-undcangan.

- BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 60
Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah
mg.elakuk’an pémbinaan Pér.xgelolaan Dana BOS secara
nasional. - ‘
Menteri  melalui I:ispekturk Jendere.l mexa<ukan
pengawasan Pengelolaan Dana BOS secara nasiona..
Gubernur  melakukan | pembinaan ; dan pengawasan
Pengelolaan Dana BOS provinsi dan kabupaten/kzta pada
wilayahnya. o
Bupsﬁij wali kota melakukan pem’binaa.n dan pengawasan

Pengelolaan Dana BOS kabupaten/kota.
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. Pasal 61

(1) Pemerintah Daerah mcm’hgkatkan kapasitas pengelola
Dana BOS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. - |

(2) Peningkatan kapasitas pengelola Dana BOS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk
sosialisasi, bimbingan teknis, workshop, dan
pendampingan.

(3) Pendanaan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), bersumber dari APBD.

BAZS VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2020

MENTERI DALAM NEGERI
REPURLIK INDONESIA,

ttd
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 14 Mei 2C20

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 476

Salinan sesuai dengan aslinya
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LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIX INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH PADA PEMERINTAH DAERAH

NASKAH PERJANJIAN HIBAH, KEPUTUSAN KEPALA DAERAH TENTANG
PENGANGKATAN BENDAHARA DANA BOS, RENCANA KERJA ANGGARAN
SEKOLAH SATUAN PENDIDIKAN NEGERI, RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN, DOKUMEN
PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS
PENDIDIKAN, SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN TRANSFER DANA BOS,
SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH DANA BOS, SURAT PENGESAHAN
BELANJA HIBAH DANA BOS, BUKU KAS UMUM, BUKU PEMBANTU KAS,
BUKU PEMBANTJ BANK, BUKU PEMBANTU PAJAK, BUKU PEMBANTU
RINCIAN OBJEK BELANJA, LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN
BELANJA DANA BOS SETIAP SEMESTER, SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB MUTLAK DAN REKAPITULASI PEMBELIAN BARANG DARI BOS
SATDIK, LAPORAN REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS
SETIAP TAHAP PENYALURAN, SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN BELANJA
DANA BOS, SURAT PENGESAHAN BELANJA DANA BOS, BERITA ACARA
REKONSILIASI DANA BCS SATUAN PENDIDIKAN NEGERI, DAN FORMAT
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SEKOLAH SWASTA.

1. FORMAT NASKA:I PERJANJIAN HIBAH DANA BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH

a. CONTOH FORMAT NPHD ANTARA KEPALA SKPD PROVINSI DENGAN
KEPALA SATDIKMEN SWASTA DAN SATDIKSUS SWASTA

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DANA BOS
ANTARA KEPALA SKPD PROVINSI
DENGAN
KEPALA SATDIKMEN SWASTA DAN SATDIKSUS SWASTA

Yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing, yaitu:
1. Nama :

NIP .................................................................................

Jabatan : (Kepala SKPD Provinsi) selaku Pengguna Anggaran.....
Alamat : (alamat kantor SKPD Provirnsi ........ccceveviviininnnnnn. )

Y
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dalam jabatan dan kedudukan sebagaimana tersebut di atas,
bertindak atas nama Gubernur........... ,sebagai pemberi hibah yang
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,;

2. Nama T e e ettt e ety
Jabatan : (Kepala Satdikmen Swasta dan Kepala Satdiksus
Swasta masing-masing).

Alamat . (alamat Satdikmen Swasta ... dan Satdiksus
Swasta......... )

dalam jabatan dan kedudukan sebagaimana tersebut di atas
bertindak sebagai penerima hibah, yang selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

Kedua belah PIHAK menyepakati pemberian hibah Dana BOS Tahun
Anggaran ......... , dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN PEMBERIAN HIBAH DANA BOS

Tujuan pemberian hibah Dana BOS adalah:
a. Membantu biaya operasional sekolah;

b. Meningkatkar. aksesibilitas satuan pendidikan; dan -
c. Meningkatkar: mutu pembelajaran bagi peserta didik.

Pasal 2
BESARAN ALOKASI ANGGARAN HIBAH DANA BOS

PIHAK PERTAMA menyalurkan Dana BOS kepada Satdikmen Swasta
dan Satdiksus Swasta Dana BOS langsung dari kantor pelayanan
perbendaharaan negara, berupa uang sebesar Rp...................... ,
(e e rupiah) dengan rincian,
sebagaimana terlampir.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI HIBAH

(1) PIHAK PERTAMA selaku pemberi hibah berhak menerima laporan
penerimaan hibah Dana BOS dari Kementerian Keuangan melalui
KPPN dan laporan realisasi penggunaan hibah Dana BOS dari
PIHAK KEDUA selaku penerimahibah.

(2) PIHAK PERTAMA selaku pemberi hibah berhak melaksanakan
monitoring, pengendalian dan pembinaan seta pengawasan atas
penggunaan Dana BOS yang telah diterima PIHAK KEDUA.

Pasal 4
"JAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI HIBAH

(1)PIHAK KEDUA selaku penerima hibah berhak menerima hibah
Dana BOS dari PIHAK PERTAMA selaku pemberi hibah setiap
tahap penvaluran sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;
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(2) PIHAK KEDUA selaku penerima hibat berkewajiban:

a. menydasun dan menyampaikan RKAS hibah Dana BOS;

b. melaksanakan dan bertanggungjawab secara formal dan
materiil atas penggunaan Dana BOS;

c. menyampaikan laporan telah menerima transfer dana BOS dari
Kementerian Keuangan melalui KPPN kepada PPKD selaku
BUD Provinsi;

d. menyampaikan laporan rekapitulasi realisasi penggunaan

hibah Dana BOS setiap tahap;

melaporkan realisasi penggunaan hibah Dana BOS;

mengawasi pelaksanaan anggaran hibah Dana BOS yang

menjadi tanggungjawabnya; dan

g. menyimpan dokumen bukti-bukti pengeluaran yang lengkap
dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.

=0

Pasal 5
PENYALURAN

Penyaluran Dana BOS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(1)

(2)

3)

(4)

Pasal 6
TATA CARA PELAPORAN

PIHAK KEDUA selaku penerima hitah melaporkan rekapitulasi
realisasi penggunaan hibah Dana BOS setiap tahap penyalurar:.
Pelaporan rekapitulasi realisasi penggunaan hibah Dana BCOS setiap
tahap penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan
dokumen penyaluran Dana BOS. :

Pelaporan penggunaan hibah Dana BOS setiap tahap sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), paling lambat tanggal 5 (lima} bulan
berikutnya.

Berdasarkan laporan sebagaimana dirmaksud pada ayat (1}, PIHAK
KEDUA melaporkan realisasi penggunaan hibah Dana BOS xepada
PIHAK PERTAMA.

Laporan realisasi penggunaan hibah Dana BOS sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), paling lambat tanggal 10 bulan Januari
tahun berikutnya.

Pasal 7
LAIN - LAIN

Dalam hal terdapat perubahan jumlah peserta didik pada
Satdikmen swasta dan Satdiksus swasta yang berpengaruh
terhadap jumlah hibah, maka dilakukan penyesuaian jumiah Dana
BOS pada Satdikmen swasta dan Satdiksus swasta dimaksud;
Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD Dana BOS ini
dapat diatur lebih lanjut dalam perubahan NPHD Dana BOS.

NPHD Dana BOS ini dibuat paling sedikit rangkap 3 (tiga), lembar
pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga
mempunyai kekuatan hukum sama. "
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PENERIMA HIBAH, PEMBER] HIBAH,

.....................................................................................................

(Nama, Jabatan, Tanda Tangan & (Naima, Jabatan, NIP, Tanda
Stempel) Tangan & Stempel)

b. CONTOH FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DANA BOS ANTARA
KEPALA SKPD PROVINSI DENGAN KEPALA SKPD KABUPATEN/KOTA

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DANA BOS
ANTARA KEPALA SKPD PROVINSI
DENGAN
KEPALA SKPD KABUPATEN/KOTA

Yang bertanda tangan di bawah ini masing- masing, yaitu:

1
L

Nama D e e
NIP e e e e et e e
Jabatan . (Kepala SKPD Provinsi) bPlaku Pengguna Anggar an .

Alamat : (alamat kantor SKPD Provinsi......... e );

dalam jabatan dan kedudukan sebagaiméxna tersebut di atas,
bertindak atas nama Gubernur........... ,sebagai pemberi hibah yang
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

Nama e P PP
NiP P e
Jabatan : (Kepala SKPD Kabupaten/Kota) selaku Pengguna
Anggaranj}. A

Alamat : (alamat kantor SKPD Kabupatén /Kc-ta);

dalam jabatan dan kedudukan sebagaimana tersebut di atas
bertindak mewakili kepala Satdikdas negeri/Satdikdas Swasta di
wilayah  kabupaten/kota.................... , sepagaimana terlampir
merupakan penerima hibah, yang selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

Kedua beleh PIHAK menyepakati penyaluran hibah Dana BOS
Tahun Anggarar: ........., déngan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
'T‘LJJL AN EE(MB}LPIAT\I HIBAH DANA fOS'

Tujuan o ernb@rlan b;i ah Udna DO% adalah:

jsal

O

Memoantu Diaya operasional sekolah;
Meningkatkan aksesibilitas satuan pendidikan; dan
Meningkatkan mutu pembelajaran bagi peserta didik.
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Pas’al' 2
BESARAN ALOKASI ANGGARAN HIBAH DANA BOS

PIHAK PERTAMA menyalurkan Dana BOS kepada Satdikdas Negeri dan
Satdikdas Swasta langsung dari kantor pelayanan perbendaharaan
negara, berupa uang sebesar Rp.oiiiiiiii,

sebaga1mana terlampir.

Pasal 3 ,
HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI HIBAH

(1) PIHAK PERTAMA selaku pemberi hibah berhak menerima laporan
penerimaan hibah Dana BOS dari Kementerian Keuangan melalui
KPPN dan laporan realisasi penggunaan hibah Dana BOS yang
disampaikan Satdikdas negeri dan Satdikdas swasta melalui PIHAK
KEDUA selaku perweakilan penerima hibah.

(2) PIHAK PERTAMA selaku pemberi hibah berhak melaksanakan
monitoring, pengendalian dan pembinaan seta pengawasan atas
penggunaan Dana BOS yang diterima Satdikdas negeri dan
satdikdas swasta yang dikoordinasikan oleh PIHHAK KEDUA.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA HIBAH

(1) PIHAK KEDUA selaku penerima hibah berhak menerima penvaluran
Dana BOS dari PIHAK PERTAMA selaku pemben hibah setiap tahap
sesual ketentuaan peraturan perundang-undangan;

(2) PIHAK KEDUA selaku penerima hibah berkewajiban:

a. melakukan penelaahan RKAS Dana BOS untuk Sat dl}\das negeri
dan Satdikdas swasta;

b." menyusun RKA-SKPD berdasarkan rekapztul.asx RKAS Dana BOS

untuk Satdikdas negeri;

menyusun DPA-SKPD untuk Satdikdas negeri;

d. mengelsla Barang Milik Daerah yang bersumber dari Dana BOS

untuk Satdikdas negeri; A

menyusun” dan menyampaikan laporan Keuangan Dara BOS

SKPD, vang merupakan bagian laporan keuangan SKPD; dan

f. melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan anggaran
Dana BGS untuk Satdixdas negeri dan Satdikdas swasta.

O

&

_ Pasal 5
TATA CARA PENYALURAN

Penyaluran Dana BOS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. :

_ Pasal 6
TATA CARA PELAPORAN

1) PIHAK KEDUA selaku penerima. hibah mengkeordinasikar agar
Satdikdas negeri dan Saidikdas swasta melaporkan rekapitulasi
realisasi penggunaan hibah Dana BOS setiap tahap penvaluran.



1
Ui
e
!

(2) Pelaporan rekapitulasi realisasi penggunaan hibah Dana BOS setiap
tahap penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merapakan
dokumen penyaluran Dana BOS.

(3) Pelaporan penggunaan hibah Dana BOS setiap tahap sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), paling lambat tanggal 5 (lima) bulan
berikutnya.

(4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK
KEDUA mengkoordinasikan agar Satdikdas swasta me.aporkan
realisasi penggunaan hibah Dana BGS kepada PIHAK PERTAMA.

(5) Laporan realisasi. penggunaan hibah Dana BOS sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), paling lambat tanggal 10 bulan Januari
tahun berikutnya. ‘

Pasal 7
LAIN — LAIN

(1) Dalam hal ﬁerdapat perubahan jumlah peserta didik pada Satdikdas
negeri dan Satdikdas swasta yang berpengaruh terhadap jumlah
hibah, maka dilakukan penyesuaian jumlah Dana BOS padsa
Satdikdas negeri dan Satdikdas swasta dimaksud; -

(2j Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD Dana BOS ini

dapat diatur lebih lanjut dalam perubahan NPHD Dana BOS.

NPHD Dana BOS ini dibuat paling sedikit rangkap 3 (tiga), iembar

pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga

mempunyai kekuatan hukum sama.

s
w
By

PENERIMA HIBAH, PEMBERI HIBAH,

.................................................................................................

(Nama, Jabatan, NIP, Tanda (Nama, Jabutan, Nl‘?.} ladda
Tangan & Ste:np«,‘i) ' ’ Tarngan & 3tempel)
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2. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DAFRAH TENTANG PENGANGKATAN

BENDAHARA

- DANA -BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

SATDIKMEN/ SATDIKSUS /SATDIKDAS  NEGERI PADA  ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
............... 1) TAHUN ANGGARAN ............... 2)

KEPJTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
NOMOR........ 3) TAHUN...... 2)
TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

2ADA SATUAN PENDIDIKAN .......... 4)

YANG DISELENGGARAKAN PROVINSI/KABUPAT EN/KOTA.....1)

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
Kesatu

Kedua

Ketiga

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA......, 1)

Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan
pelayanan pendidikan yang didanai melalui Dana
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Satuan
Pendidikan  .......... 4) yang  diselenggarakan
Provinsi/Kahupaten/Kota, nerlu menetapkan
Bendahara Dana BOS untuk satuan pendidikan
Negeri pada Provinsi/Kabupaten/Kota............... 1

b. Bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur/Bupati/Wali Kota...... 1j tenitang penujukan
Bendahara Dana BOS pada Satuan Pendidikan
e 4) yang diselenggarakan Provinsi/K abupaten/

Kota.......... 1) Tahun Anggaran........... 2)
1o ,
2. L dst §)
' MEMUTUSKAN
Menunjuk Bendahara Dana Bantuan Operasionai Sekolah
pada Satuan Pendidikan........ 4) yang diseienggarakan
Provinsi/Kabupaten/Kote......... 1) Tahun Anggaran...... 2)

sebdgalmana tersebut  dalam Jdmpwan Keputusan
Gubernur/Bupati/Wali Kota ini.

Bendahara Dana BOS untuk Satuan Pe nrhdwkan .4
yang diselenggarakan Provinsi/Kabupaten/ Kota ....... 1}
Tahun Anggaran...... 2) sebageimaria dimaksud diktura
KESATU melaksanakan fungsi menerima, menyimpan,
membayarkan', E ; menatausahakaan, . dar

mempertanggungjawabkan Dana BOS sesuai dengan
ketentuan peraturan per undang-undangan. ‘
Keputusan Gubernur/ Bupati /Wali Kota ini mulai berlaku
pada tang gal ditetapkan. ‘
Ditetapkan di ........
Pada tanggal ........... 6)



| 8)

2. Dst

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA ...... )
NOMOR e 3) TAHUN........... 2)
TANGGAL i, 6)

DAFTAR NAMA-NAMA BENDAHARA
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.............. 1)
TAHUN ANGGARAN.......c.oeeen. 2)
NO NAMA NIP NAMA KETERANGAN
SATDIK

1.

2.

3.

4.

LS i
sUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA.........,

Tata Cara Pengisian:

A

o

Diisi dengan nama pemerintahan daera?;

Diist dengan tahun anggaran vang direr.canakan;

Diisi déngan ncemor keputusan;

Diisi dengan nama satuan pendidikan; ‘

Diisi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan
keputusan kepala daerah,;

Diisi dengan tanda tangan pejabat yang bersangkutan;

Diisi dengan nama instansi. ‘ |



i

9

Py
!

FORMAT RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) SATDIK
NEGERI

Nama Sekolah L e

Desa/Kelurahan D e,
Kecamatan D e eeees
Provinsi s
Sumber Dana : Dana BOS
T
5 1 JUMLAH SMLAH
3 SROGRAM RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH ML/ Ju TAHAP
KODE KEGIATAN | URAIAN BOS B BOS
REKENING S'Np - REGULERY) | AFIRMASIL | KINERJA
(R:) ’\"k‘) *k’r‘n':)
. HARGA * ) (Rp)
VOLUME| SATUAN | o1t (Ro) | P 1 I 1l
|
1 2 3 4 5 6 7 & 9 101011 12
i
f
Mengetahui, Menyetujui,
Komite Sekolah KepalaSatdik ............ , ’ © Bendahara Dana BOS,

Tata Cara Pengisian Format RKAS:
1. Kelom 1, diisi dengan Kode Rekening antara lain kode rekening belanie pegawai
dan/atau belarnja barang dan jasa serta belanja modali;
2. Kolom 2, diisi dengan kode program kegiatan Standar Nasional Pendidikan {SNPJ;
3. Kolom 3, diisi uraian berupa belanja pegawai dan belanja bareng dan jasa serta belanja
modal;
4. Kolom 4, diisi dengan Volume (jumlab dapat berupa jumlah orang/ pegawa1 dan barang
ad'uan)
. Kolom 5, diisi dengan satuan (unit, waktu/jam/hari/bulan/tahun, ukuran luas,
ukuran isi dan sebagainya); :
Kelom 6, diisi dengan harga satuan yang mengacu kepada ketentuan peraturan
perundangundangan Lerupa tarif, harga, dan sebagainya; ‘
Kolom 7, diisi dengan jumlah rencarna belanja BOS Reguler {volume kai! harga satuan);
Kolew 8, diist dengan jumlah rencana belanja BOS Afirmasi (volume kali harga satuanj;
Kolom ¢, diisi dengan Jumla‘l rencana belanja BOS Kinerja (volurne kali harga satuan);
0.Kclom 10, 11, 12, dan 13 diisi jumlah rencana pengeluaran pada tiap tahap
) BOS Reguler a‘daiah program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya
operasi personalia dan non pech\na ia bagl Sekolah yang bers: mlw dari aand alokasi
khusus nonfisik,
**) BOE Afirmasi program pr”netin ah pusat yzng dialokasikan hag) satuan pendidikan
yang berada’di d’lerah tertinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
dndanoan
MBS Kirerja program Pemerintah Pusat vang dialokasikan J’agi satuan pzndidikan yang
dinilai berkineria bam dalam menyelenggarakan layanan pex zumkan

(92

g\

.@.00.\1

P



- 56 -

4. FORMAT RKA-SKPD DINAS PENDIDIKAN

Provinsi/ Kabupateﬁ JKota .......coeueni. 1)

RENCANA KERJA ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH .... 2)
(RKA-SKPD)
TAHUN ANGGARAN ..., 3)
Urusan Pemerintahan ...l 4)
Organisasi I e S)
Pengguna Anggaran = ! ..
a. Nama e 6)
b.NIP 7
c. Jabatan 1 L 8)
Kode Nama Formulir

........

...........................

Formulir RKA-SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA

Formulir RKA-

PERANGKAT DAERAH SKPD
Tahun ’{ncgm 25 NPT 3)
Urusan Pemerintahan | oo v, 4)
Organisasi ] e 5)
Program et eteetateeieneieneiiaaanns 11}
Kegiatan e (Bantuan Operasional
Sekolah) 12)
Waktu Pelaksanaan = | ] .. 13)
Lokasi Kegiatan - T L eeeerrieeieseeraraaeadeeaiens 14)
Jumiah tahun n-1i R 153) ]
Jumlah tahunn L eeetiieeersrasseeaneeieanainne 16) ,
Jumlah tahunn+i =~ 'l 17) i

Indﬂ\ator da]r1 Tolok Ukur Kinerja Belanja

indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program
 Masukan
Keluaran
Hasil |
Rincian Anggaran Belanja menurut Brogram dan Del Kegiatan Satuan
Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening - Uraian Rmczan Perhitungan Jiumilah
*18). *19) Valuine Satuan | Harga |6={3x
L #20) - *21) Sataan | 5} *23)
: N : ! *22)
1 o 2 3 4 S 6
|5 Lo ‘ E | Belanja !
EREY ; | Belania
| | | Langsung i
i 5 1211 Belanja Pegawai ' ;




Belanja Pegawai

S 1| xx
S |27 1| xx|xx| Belanja Pegawai
:: BOS REGULER
SDN 1dst
SMPN 1 dst
S 122 Belanja Barang
dan Jasa
5 | 212 xx Belanja  Barang
dan Jasa
5 |2 |2|xx|xxBelanja Barang
dan Jasa :
:2 BOS REGULER
SDN 1 dst
SMPN 1 dst !
:: BOS AFIRMASI '
SDN 1 dst |
SMPN 1 dst 1
. BOS KINERJA
{ SDN 2 dst
. SMPN 2 dst
5 1213 | Belanja Modal
S |23 Ixx Belanja ~ Modal ! »._“!
Peralatan dan | :
! Mesin |
5 |23 !xx|xx| Belanja Modal
! Peralatan dan !
Mesin | |
| ' BOS REGULER ;
? | SDN 1 dst |
SMPN 1 dst - ,
| BOS AFIRMASI L
| SDN 1 dst
| | SMPN 1 dst ! ,
{ 1 BOS KINERJA '
‘ SDN 2 dst
| | | SMPN 2 dst :
5 12 ; 3 xX | Belanja -~ Modal | P :
Asct .Tetap : ;
Lainnya !
5 123 |xx|xx|Belanja  Modal i
Lo Aset: Tetap i
Lainnya ' |
| 7 BOS REGULER
| SDI¥ 1 dst
SMPN 1 dst. | mt
5 12 3] xx: Belanja - Modal | |
‘ Gedung dan
Bangunan
5 1218 |xx xx|Belanja  Modal i



E Gedung . -dan
i : . Bangunan
| :: BOS REGULER
§ SDN 1 dst
; SMPN 1 dst
Jumlah | 7 (*24)
................ , tanggai ......... 25)
Kepala SKPD Dinas
Pendidikan
(tanda tangan)
(nama lengkap)
_ NIP. i 26)
Keterangan
Tanggal Pembahasan :27)
Catatan Hasil -1 28)
Pembahasan : 29)
— :
2.
Dst _
Tim Anggaran Pemerintahan Daerah 30)
No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1 | |
Ds
t |
Tata Cara Pengisian Formulir RKA-SKPD:
1. Diisi dengan nama Pemerintah Dae rdh
2. Diisi dengan nama SKPD; '
3. Diisi dengan tahun anggaran yang direncanakar;
4. Diisi dengan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan

sesuat dengan tugas pokok dan fungsi SKPD; ¢

. Dii
. D1
. Diis

~3 O Ot

o0

9. Dii
10.
11

. Dii

isi dengan nama organisasi;

isi dengan nan:a PA;

1si denigan NIP PA;

isi dengan jabatan PA;

isi dengan kode RKA-SKPD;

Diis1 dengan nana ;SM’D }

Diist dengan nomor. kode Program BOS yang dananya bersumber dari

- DAK Non Fisik;

oy
o~
[E)Y

_Dlm dengan ‘umlab perkiraan belanja kegiatan berkenaan vntuk

Ditai dengan 10mor. kode kegiatan dan nama kegiatan vang akan
dilaksanakan;

Diisi dengan waktu f‘elalfsqnadn kegiatan;

Diisi dengar: nama lckasi atau tempat dari setiap kegiatan yzang akan
dilaksanakan. Lokasi atau tempat dimaksud dapat berupe nama
desa/ kelurahﬁn dan kecamatan;

1
{salu) tahun Sebelumflya,

Diisi dengar: jumiah perkiraan belanja kegiaten berkenaen pada tehun
vang direncanakan; '



17.

18.

—

20.

E RV
W N

N

Diisi dengan }uml h pelkirf,.cu‘ bdauJu keglatdu berkenaan untuk

tahun berikutrya;
Diisi dengan xode rekening akun, kelompok, jenis, objek, rinciar: objek
belanja langsung (velanja pegawai serta belanja barang dan jasa
dibuka objek can rincian objek baru yaitu pegawai BOS serta barang
dan jasa BCS, sedangkan belanja modal dirinci objek sesuai cengan
kode rekening berkenaan dan membuka rincian objek modal BCS
sesuai dengan kode rekening berkenzan);
Diisi dengan uraian nama akun, kelompok, jenis, objek, dan rincian
objek belanja langsung (belanja pegawai serta belanja barang dan jasa
dibuka objek can rincian objek baru yaitu pegawai BOS serta barang
dan jasa BCS, sedangkan belanja modal dirinci objek sesuai dengan
kode rekemng berkenaan dan membuka rincian objek modal BOS
sesuai dengan kode rekening berkensan);
Diisi dengan jumlah volume yang berupa orang/barang;
Diisi dengan satuan hitung dari target rincian objek satuan yang
direncanakan seperti unit, waktu/jam/hari/bulan/tahun;
Diisi dengan rekapitulasi belanja sesuai kode rekening berkenaan,;
Diisi dengan merekapitulasi jumlah uraian rincian objek per satuan
nendidikan. Setiap objek belanja pada masing-masing jenis belanja
kemudian dijumlahkan menjadi jumlah jenis belanja. Penjumlahan
dari seluruh jenis belanja merupakan jumlah kelompok belanja yang
dituangkan dalam formulir RKA-SKPD; '
Diisi dengan penjumlahan dari selurdh jenis belanja la‘qgsung,
Diisi dengan anggal, bulan, tahun berdasarkan pembuatan RKA-
SKPD; ‘ '
Diisidengan tanda tangan oleh kepala SKPD dengan ‘mencantumkan
nama lengkap dan NIP yang bersangkutar;
Diisi dengan tanggal pcmoahaqa“l formulir RKA-SKPD oleh TAPD;
Diisi apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh TAPD un,.tuk
rmendapatkan perhatian kepala SKPD dicanturmnkan dalamr baris
catatan hasil pembahasan;
Dus idengan kesimpulan pembahdsaﬂ _

Diisi dengan tanda -angan seluruh anggota IAPD tormulir REA-SKPD
}y- ng telah d,1bg.:1as. vang dilengkapi nama,NIP, dan Jabatan
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5. FORMAT DPA-SKPD DINAS PENDIDIKAN

Frovinsi/Kabupaten/Kota *)................. 1)
DAFTAR PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)
TAHUN ANGGARAN ........ ceennne. 2)
| Urusan Pemerintahan  : ..occoee... . 3)
Organisasi D, 4)
Pengguna Anggaran L,
a. Nama . S5)
b. NIP D e, 6)
c. Jabatan : L e 7)
<Lode Nama Formulir
...... 8) crneeenraeees 9)

Formulir DPA-SKPD

;I\)Sggl\fgi\;q PELAKSANAAN | NOMOR DPA-SKPD [FORMULIR
SATJAN KERJA PE,RAN(TKAI‘ I DPA-SKPD
DAERAH XXX XX XX | X 512
x|
Provinsi/Kabupaten/Kota
, Tahun Anggaran ...... 2)
i Urusan e 3)
Pemerintahan . |
Organisasi e 4)
Program Cen e ereiins 10)
Kegiatan P TTIT e 11)
Walctu D, ST 12)
Pelaxsanaan Lol " - |
Lokesi Kegiatan N TTTTTUTTIo ceeen 13) u .
Suir-ber Dana : 2ana BOS |

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja
Kelomreok Sasaran Kegiatan : »

E Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kinerj ja
‘ Perangkat Daerah

Kode Rekening vU'i"aaan 1 5; | . Rincian Perhitungan i Juamlah
14) i
i 7 | Volure %Satuam 17)| Harga | 19)
;’ . 16] ; Saruan|
| i | 18) |
1 § 2 N 4 5 | 6=3x5




ut|ui

Belanja

Ul

Langsung
Belanja
Pegawai

Belanja
Pegawai

Belanja
Pegawai

.. BOS
REGULER

SDN 1 dst

SMPN 1
dst

Belanja
Barang
dan Jasa

Selanja
Barang
dan Jasa

Selanja
Barang
dan Jasa

.. BOS
REGULER

SDN 1 dst

SMPN 1
dst

o BOS
AF_RMASI

SDN 1 dst

SMPN 1
dst

.. BOS
KINERJA

SDN 2 dst

SMPN 2
dst

W

Be_anja
Modal

ai

Belanja
Moaedal
Peralatan

| dan Mesin

Be.anja
Mcdal
Peralatan
dan Mesin

: BOS
REGULER

SDN 1 dst

SMPN 1
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dst

n BOS
AFIRMASI

SDN 1 dst

SMPN 1
dst

i BOS
KINERJA

SDN 2 dst

SMPN 2
dst

S |23 |xx Belarja
Modal Aset
Tetap
Lainrya

5 | 2|3 |xx| xx | Belanja
Modal Aset
Tetap
Lainnya

i BOS
REGULER

SDN 1 dst

SMPN 1
dst ]

5 |23 Ixx Belanja
Mbocal
Gedung da
| Bangunan

5 | 2|3 |xx| xx | Belanja
Modal
Gedung
[ den

| Bangunan

: BOS
REGULER

SDN 1 dst

SMPN 1 |
dst |

Rencana Pendapatan per Tahap ...20)

Taheap I Rp............ , tanggal .......... 21

Tahapll Rpeeiiins Mengesahkan,

TahapIil Rp.ooo Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Jumlah Rpeooos ol

(tanda tangan; 22)
(nama lengkap)
NIP. ‘

Tata Cara Pengisian Formulir DPA-SKPD:
1. Diisi dengan nama pemerintah daerah;
o
2. Diisi dengan tanhun anggaran yang direncanakan;



O 00~ O U1 b

11.
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. Diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan daerah dan nama urusan

pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi SKPD;

. Diisi dengan nama organisasi,
. Diisi dengan nama PA,;

. Diisi dengan NIP PA;

. Diisi dengan jabatan PA;

. Diisi dengan kode DPA-SKPD;
. Diisi dengan nama SKPD;

. Diisi dengan kode program dan nama program dari satu kegiatan yang
berkenaan;

Diisi dengan kode kegiatan dan nama kegiatan yang akan
dilaksanakan;

12.Diisi dengan tanggal bulan dan tahun kegiatan yang akan

dilaksanakan;

3. Diisi dengan nama lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan

dilaksanakan. Lokasi atau tempat dimaksud dapat berupa nama
desa/kelurahan atau kecamatan;

4. Diisi dengan nomor kode rekening kelompok, jenis, objek, rincian objek

belanja;
. Diisi dengan urzian nama kelompok, jenis, objek dan rincian objek;

6. Diisidenganjumlah volume yang berupa orang/barang;

.Diisi dengan satuanhitung dari target rincian objek satuan yang
direncanakan seperti unit, waktu/jam/hari/bulan/tahun;

18. Diisi dengan rekapitulasi belanja sesuai kode rekening berkenaan;

. Diisi dengan merekapitulasi jumlah uraian rincian objek per satuan
pendidikan. Setiap objek belanja pada masing-masing jenis belanja
kemudian dijumlahkan menjadi jumlah jenis belanja. Penjumlahan dari
seluruh jenis bdelanja merupakan jumlah kelompok belanja yang
dituangkan dalam formulir DPA-SKPD;

20. Rencana penyaluran/penerimaanDana'BOS setiap tahap selama tahun

anggarar yang alrenr‘anakaﬁ vang digunakan langqung oleh Satdik
negeri;
. Diisi dengan tanggal. bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan DPA-
SKPD;
. Diisi dengan tanda tangan PPKD dengan- mencanfumkan narma lengkap
dan nomor induk pegawal yang bersangkutan.
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6. FORMAT SP2T DANA BOS

SURAT PENGESAHAN
PENDAPATAN TRANSFER (SP2T)
LOGO DAERAH Nama BUD e 02)
T Tanggal e 03]
Nomor T 04)
Kode Rekening :....01) | Tahun Anggaran :......... 0d)
Telah disahkan pendapatan transfer sejumlah : Rp...coo..n. 6)
' {ceeen dalam huruf....... 07)
....... , tanggal .............08)
................................. 09)
.............................. 10)
L NIP. i, 11)

Tata Cara Pengisian Format SPRE:
1. Diisi dengan nomor koce rekening pendapatan transfer;
Diisi dengan nama BUD/Kuasa BUD; '
Diisi tanggal penerbitar: Surat Pengesahan Pendapatan Transfer (SP2T);
Diisi dengan nomor penerbitan SP2T
. Diisi dengan tahun anggaran penerbitan SP2T;
Diisi dengan jumlah penerimaan pendapatan transfer;
Diisi dengan jumlah penerimaan pendapatan transfer dalam huruf;

0N O U AW

Diisi dengan nama kota tempat dan tanggal penerbitan SP2T;
9. Diisi dengan nama Jabatan (EUD/Kuasa BUD); '
10. Diisi dengan nama BUD /Kuasa BUD; dan

11. Diisi dengan NIP'BUD /Kuasa BUD yang bersangkutan



FORMAT SP2H DANA BOS

SURAT PENGESAHAN
PENDAPATAN HIBAH
(SP2H;
LOGO DAERAH Nama BUD ... 02)
T Tanggal ... 03)
Nomor ... 04)
Tahun Anggaran :......... 05)
Kode Rekening
..... C1j
Telah disahkan pendapatan hibah sejumilah Rp.......... 06)
(..... dalam huruf....... 07)
........ tanggal .............C8)
................................ .09}
............................. . 10)
NIP..oooviiiiiin . 11)

Tata Cara Pengisian Format SPZH:

.43*.04.‘\3.*“

021

.00.\]?-"'

9. Diisi dengan name Jabatan (BUD/Kuasa BUD);

10. Diisi dengan rama BUD, Kuasa BUD; dan

Diisi dengan nomor kode rekening pendapatan hibax;

Diisi dengan nama BUD/Kuasa BUD;

Diisi tanggal penerbitan Surat Pengesahan Pendapazan Hibah (SP2H);
Diisi dengan rniomor penerbitan SP2H ‘
. Diisi dengan tahun anggaran penerbitan SP2H;
Diisi denigan jumlah penerimaan pendapatan hibah,;

Diisi dengan jumlah penerimaan pendapatan hibah dalam huruf;
Diisi dengan nama kota tempat dan tang ggal penerbizan SP2H;

11. Diuisi dengan NIP BUD/Kuasa BUD yang bersangku:tan.




8. FORMAT SPB HIBAH DANA BOS

LOGO DAERAH o SURAT PENGESAHAN
—— BELANJA (SPB]) -IIBAH
DANA BOS
Nama BUD e 02)
Kode Rekening Tanggal Ceeeas 03)
:....01) Nomor e 04)
Tahun Anggaran :......... 05)
Telah disahkan belanja hibah Dana BOS pada satdik ....06) sejumlah
Rp.......... 07) '
(.o... dalam huruf....... 08)
....... , tanggal .............00)
................................. 10)
.............................. _1) |
NIP..ooooiviiieeennn, 12) |

Tata Cara Pengis:an Format SPB Hibah Dana BOS:

1. Diisi dengan nomor kode rekening belanja hibah;

2. Diisi dengan nama BUD /Kuasa BUD;

3. Diisi tanggal penerbitan Surat Pengesahan Belanja {(SPB) Hibah Dana

BOS; '

Diisi dengan nomor penerbitan SPB Hibah Dana BOS

Diisi dengan tehur anggaran penerbitan SPB Hibah Dana BOS;

Diisi dengan nama satdik;

Diisi dengan jlmlléh belanja hibah Dana BOS;

Diisi dengan jumlah belanja hibah Dana BGS dalan: huruf;

9. Diist dengan nama kcta tempat dan tanggal penerbitan SPB Hibzh Dana
BOS;

. Diisi dengan nama Jabatan (BUD/Kuasa BUD);

. Diisi dengan nama BUD/Kuasa BUD; dan

Diisi dengan NIP BUD,/Kuasa BUD vang bersangkutan.

O N oGk

ad peet e
o ks O



9. FORMAT BUKU KAS, BUKU PEMBANTU KAS, BUKU PEMBANTU 3ANK,
BUKU PEMBANTU PAJAK, BUKU PEMBANTU PEMBANTU RINCIAN
OBJ=K. :

a. FORMAT BUKU KAS UMUM

Bulan: ... 1)
Nama Sekolah ...l 2)
Desa/Kelurahan : ..........ocoovveennnnen. 3)
Kecamatan PP 3;
Kabupaten/Kcta: ....occoovvviiiinininnnn. 4)
Provinsi e 5)
NO. |[TANGGAL| KODE INOMOR|URAIAN|PENERIMAAN [PENGELUARAN |SALDO
;REKENING | BUKTI .
11 12 13 14 15 26 17 18
:
Saldo BKU Bu.an..... 1) sebesar........0)
Terdiri dari :
Saldo Tunai e 7)
Saldo Bank e 8)
Mengetahui, ... TR ey e e, .10)
Kepala Satdik............. ,9) Bendahara ana BOS,
NIP. T NIP. o

Tata Cara Pengisian Foermat Euku Pembantu Kas:

i.  Diisi dengarn nama bula"l

2 Diisi dengan nama sekclah;

3. Diisi dengan nama desa/kelurahan dan kecamaian;

4. Diisi dengan nama kabupaten/kota;

5. Diisi dengan nama p“ovmm

6." Diisi dengan umlah saido BKU:

7. Diisi dengan _umlah saldo tunai di kas Bendahara BOS;
&  Diisi dengan ‘umlah saldo di rexeningSatdik;

9. Diisi dengan nama kepala Satd:k;

L0. Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan ahun;

11. Kolom 1, diis: dengen nomor urut;

14. Kolom 2, diis: dengen tanggal transaksi Dana BOS;

i3. Kolom 3, diis: dengan kode rekening;

14. Keclom 4, diisi dengan Nomor Bukti Dokumen/Surat Per tazﬂg;’ung,cm aban Yang

Sah (Bukti 8PJ);

13, Kolom: 5, diis: ‘dengen uraian transaksi dana BOS;

16. Kolom €, diisi dengan jumlah rupiah Dana BOS yang diterims Bendaharz Dana
BOS; : '

17. Kolom 7, dits: dengan rupiah -Dana BOS vang dikeluarkan Dana BOS;

18. Kolem: 8, diisi dengan _uralah saldo dari saldo sebelumnya di tam ah penerimaan
atau penveluqra,n pada saat transaksi



Bulan:.............. 1)
Nama Sekolah e 2)
Desa/Kelurahan :................... e 3)
Kecamatan L e 2)
Kebupaten/Kota :....ccocoiiiiiiinniins, 4)
Provinsi T e J)
NO. | TANGGAL I‘fOMOR NOMOR|URAIAN | PENERIMAAN | PENGELUARAN [SALDO
BKU BUKTI '
8 9 10 11 12 13 14 15
. Mengetahui, L s e 7)
Kepala Satdik............. , O " Bendahara Dana BOS,
NIP. o, NIP. o,

Tata Cara Pengisian Format Buku Pembantu Kas:

N =

w

ar B

~I Ov

]

-~

= O
o

Diisi dengan nama bulan;

Diisi dengan nama sekolah;

Diisi dengan nama desa/kelurahan dan kecamatan,
Diisi dengan nama kabupaten/kota;

Diisi dengan nama provinsi;

Diisi dengan nama Satdik;

Diisi dengan narna tempat, tanggal, bulan dan tahun;
Kolom 1, diisi dengan nomor urut;

Koloni 2, diisi dengan tanggal transaksi Dana BOS,;

. Kelom 3, diisi dengan nornor BKU; =
.Kolom 4, diisi dengan Nomor Bukti Dokumen/Surat

Pertanggung awaban Yang Sah (Bukti SPJ);

. Kolom 5, diisi dengan uraian transaksi dana BOS;
.Kolom 6, disi dengan jumlah rupiah Dana BOS yang diterima

bendahara Dana BOS;

. Kolom 7, diisi dengan rupiah Dana BOS yang dikeluarkan Dana

BOS: '

.Kolom 8, diisi dengan jumlah saldo dari saldo sebelumnya

ditarnbah penerimaan atau pengeluaran pada saat transaksi.




- 69 -

c. FORMAT BUKJ ?,_,MBANTU BANK

Bular: ..o 1)
Nama Sekolah e 2)
Desa/Kelurahan ..., 3)
Kecamatan T 3)
Kabupatzn/Keta ..., 4)
Provinsi e S)
NO. | TANGGAL NOMOR ENOMOR URAIAN | PENERIMAAN | PENGELUARAN [|SALDG
BKU ] BUKTI '
& 9 10 11 12 13 14 15
M)engetahuj, ‘ e ey e 7)
Kepala Satdik ... ......... , 6} Bendahara Dana BOS
NIP. o, NIP. i,

Tata Cara Pengisian Format Buku Pembantu Banx:

1. Diisi dengzn nama bulan;

Diisi dengan nama sekolah;

3. Diisi dengen nama desa/kelurahan dan kecamatan;

N

4. Diisi dengan nama kabupaten/kota;

5. Diisi dengan nama provinsi;

6. Diisi dengan nama Satdik:

7. Diisi dengan nama tempat, tanggal, bulan dan tahun

&. Kolom 1, ditsi dergan nomor urug;

9. Kolom 2, diisi dengan tanggal transaksi Dana BOS;

10. Kolom: 3, diisi dengan niomor BKU;

11. Kolom 4, diisi - dengan Nomor Bulkti Dcelumen/Surat

Pertanggungjawsban Yang Sah (Bukti SPJ);
. Kolom 5, diisi dengan uraian transaksi dana BOS

o
L

S et

‘__,
N oe)

.Xolom 6, diisi deng:am, jumlah rupiah Dara P()u yang citerirmna
nendahara Dana BOS;

. Xolom 7, d isi demfan riupiah Dana BOS yang dikeluarkan Dara BOS;

. Xolom 8-, éris dengan ‘umlah -saide dari saldo sebelumn wya ditambah
sEnerimaan gtau pergeluaran pada saai tran a <Si.

I
@3 Q-
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d. FCRMAT BUKU PEMBANTU PAJAK

Bulan:......... oo 1)

Nama Sekolah  :........... P . 2)
Desa/Kelurahan @ .........cccccoeveerinne.. 3)
Kecamatan L e 3)
Kaoupaten/Kota : .....ocoociiinnnee. e 4)
Provinsi PP SR S)

50 | TANGGAL | NOMOR |NOMOR URAIANM | PENERIMAAN [ PENGELUARAN |SALDO

B BKU | BUKTI
8 9 10 11 12 13 14 15
i
Mengetahui, = e e 7)

Kepala Satd:k............. ,0) Rendahara Dana BOS,

NIP. NIP. i,
Tara Cara Peng:sian Format Buku Pembantu Pajak:
1. Diisi dengan nama bulan;
2. Diisi dengan nama sekolah;
3. Disi dengan nama desa/kelurahan dan kecamatan,;
4. Diisi dengan nama kabupaten/kota;
5. Diisi dengan nama provinsi;
6. Diisi dengan nama Satdik;
7. Diisi dengan nama tempat, tanggal, bulan dan tahun;
8. Kolom 1, diisi dergan nomor urut;

9. Kolpm 2, diisi dergan tanggal transaksi Dana BOS;
10. Kolom 3, diisi dergan nomor BKU;
ctoran

11. Kclom 4, diisi ch,ngan Nomor Buxti Pemotc;nfmn atau Perye
Pajak; ‘

12. Kolom 5, diisi dergan uraian transaksi Dana BOS;

13 Kelom 6, diisi dengan jumlah rupiah pemotongan pajak;

14. Kolom 7, diisi dergan jumlah rupiah penyetoran pajak;

15. Kolom 8, dilsi dengan jumlah saldc dari saldo sebetumnya ditambah

penerimaan atau pengeluararn pada saat transaksi.




Nama Sekolah e
Desa/Keluranan PN
Kecamatan e

Provinsi N
Kode dan Nama Rekening e

2)
3)
3)
Kebupaten/Kota e 4)
S5)
6)
7)

Ar.ggaran Belarja e

TANGGAL | NOMOR BKU |URAIAN| REALISASI JUMLAH SISA ANGGARAN
10 11 12 13 14 15
Mengetanui, = e s enenree e 9)
Kepala Satdik Negeri............. .8 Bendahara Dana BOS,
NIP. oo e, NIP. i

Tata Cara Pengisian Format Buku Pembantu Rincian Objek Belanja:

O 0N ah N

pod et
)

et et
w0

—
Ul

Diisi derrgan nama bulan;

Diisi derrgan nama sekolah;

Diisi derrgan nama desa/kelurahan dan kecamatan;
Diisi derzgan nama kabupaten/kota;

Diist dergan nama provinsi;

Diisi derrgan kode dan nama rekening;

Diisi derrgan jumlah anggaran belanja;

Diisi dengan nama Satdik negeri;

Diisi dengan nama tempat, tanggal, bulan dan tahun;

.Kolom 1, diisi dengan tanggal transaksi;

. Kolom 2, diisi derngan nomor BKU;

. Kolom 3, diisi uraian transaksi;

. Kolom 4, diisi dengan realisasi belanja berdasarkan nilai transaksi;
.Kolom 5, diisi dengan jumlah sebelumnya ditambah realisasi

transaksi;

. Kolom 6, d:isi dengan anggaran dikurangi jumlah.
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10. FCRMAT LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN BELANJA DANA BOS
SETIAP SEMESTER:

Bersama ini kam: laporkan realisasi atas penggunaan Dana BOS untuk

semester .......... 1) takun ....... 2) sebagai berikut:

No.

Jumlah
Anggaran

(Rp)

Realisasi
s/d
Semester
sebelumnya

(Rp)

Jumlah
Realisasi
s/d
Semester
Ini (Rp)

Realisasi
Semester
ini

(Rp)

Selisih
/Kurang

(Rp)

Penerimaan

:: BOS Reguler

:: BOS Afirmasi

:: BOS Kirera

Jumiahk

Pengeluaran

a. Belanja Pegawai

*7\')

:: BOS Reguler

b. Belanja Barang
dan Jasa

**)

:: BOS Reguler

:: BOS Afi-masi

:: BOS Kirerja

c. Belarija Modal;

7‘:*)

1) Belanja
Modal
Peralatzan
dan Mesin

-k*)

:: BOS Reguler

:: BOS Afirmasi

:: BOS Kinerja

2) Belanjz
Modal Aset
Tetap
Lainnya

**)

;1 BOS Reguler

3} Belanja
Modal
Gedung dan
Bangunan

-.':-k)

:: BOS Reguler

Jumlah

Laporan realisasi

yarg disampaikan telah sesuai

dengan

sasaran

penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan
telan didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan
yang berlaku dan bertanggungjawab atas kebenarannya.

Demikian laporar realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

......... , tanggal .......
Kepala Satdik ....... :

..............................
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Keterangan:

Tata Cara Pengisian Format Laporan Realisasi Penerimaan dan Belanja
Dana BOS Semester; '

1. Diisi dengar. semester berkenaan,;

2. Diisi dengar: tahun anggaran berkenaan;

3. Diisi dengar. nama temgat, tanggal, bulan dan tahun;

4. Diisi dengar nama Satdik;

*)diisi berdasarken alokasi Dana BOS dan Sisa Dana BOS yang ada di

rekening bendanara Dana BOS yang menjadi SiLPA;
**}diisi berdasarkan alokasi belanja yang tercantum dalam RKAS.

11. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK DAN REKAPITULASI
PEMBELIAN BARANG MILIK DAERAH

a. SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

SURAT FERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor: ......cooeeiiiiiininn, (1)
1. Nama Satdik (2)
2. Kode Satdik (3)
3. Nomor/tanggalDPA-SKPD ... (4)
4. Kegiatan Dana BOS . (5)

Saya yvang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa bertanggung
jawab secara formal dan material atas kebenaran realisasi penerimaan
dan pengeluaran Dana BOS serta kebenaran perhitungan dan setoran
pajak yang telah dipungut atas penggunaan Dana BOS pada semester

......... (6) tahun anggaran ....(7) dengan rincian sebagai berikut:
A. Saldo Awal Dana BCS (8) RD: coeivieeciiiie, U
B. Perierimaan Dana BOS (9)
1. Tahap I Rp. ...l e
2. Tahap iI Rp. o
3. Tahap I Rp. o
Jumiah Penerirnaan R ceeiieieiiiiiieieiiiannns,
C.Pengeluaran Dana BOS
1. Jenis Belanja Pegawai ‘ Rp. oo e
2. Jenis Belanja Barang dan Jasa RD. oo
3. Jenis Belanja Modal | Rp. oo
Jumlah , O RD. i
D.Sisa Dana BOS (A-B) Rt
Terdiri atas:
1. Sisa Kas Tunai Rp. o
2. Bisa di Bank Rp. ..o e
Bukti-bukti atas belanja tersebut pada huruf B disimpan pada Satdik... ..

untuk kelengkapan Administrasi dan keperluan pemeriksaan sesuai
peraturan perundang-undangan. Apabila bukti-bukti tersebuz tidak
benar yang mengakibatkan kerugian daerah, saya bertanggungjawab
sepenuhnya alas kerugiat daerah dimaksud sesuai kewenangen saya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Demikian surat pernyataan ini dibuat derigan sebenarnya.

Keterangan : :

Tata Cara Pengisian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak:
Diisi dengan nomcr SPTJM Satdik................. ;

Diisi nama Satdik............ ;

Diisi kode Satdik............ ;

Diisi Nomor can tanggal DPA-SKPD yang bersangkutan;
Diisi kode kegiatan Dana BOS;

Diisi dengan semester berkenaan;

Diisi dengan tahun anggaran berkenaan;

Diisi dengan saldoawal Dana BOS,

Diisi penerimaan Dana BOS per tahap,

IC Diisi tempat dan tanggal diterbitkannya SPTJM; dan

11. Diisi Nama dan NIP Kepala Satdik.

S0P NO U

. FORMAT REKAPITULASI PEMBELIAN BARANG MILIK DAERAH DARI
DANA B80S SATDIK NEGERI

Nama Sekoiah L s 1)
Desa/Kelurahan ..., FRPT 2)
Kecarnatan s v ereeeeeann 2)
Kabupaten/ huta e 3)
Provinsi e T 4)
;? No. NAMA BARANG MILIK JUMLAH | HARGA | JUMLAH
/ DAERAH UNIT SATUAN (Rp)
_ Rp;
7 8 9 10 ‘ 11
B
Mengetaku:, L. e s e 6)
Kepala Satdik Npgm-..u.S‘, Bendahara Dana BOS
NIP: NIP.

Tata Cara Pengisian Format Pembelian Barang/Aset:
Ditsi dengan nama sekolah;

1.
2. Diisi dengan rama desa/kelu rahan dan kecamatan,
3. Diisi dengan nama kabupaten/kota,

4. Disi dengan nama prm irsi



o

® N o

9.

Diisi f{enc*'m nama Sardlk negeri;
Diisi dengdn tempat, tanggdi bulan dan tahun;
Kolom 1, diisi dengan nomor urut;
Kolom 2, diisi dengan nama barang milik daerah;
Kolom 3, diisi dengan jumlah unit;
10. Kolom 4, diisi dengan harga satuan;
11. Kolom 5, diisi dengan jumlah.

12. LAPORAN REKAPITULASI RE‘ALISASI PENGGUNAAN DANA BOS SETIAP
TAHAP FE NVALUR%N

Satdik mc’r*yusur‘ Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS
setiap tahapan berdasarkan format yang diatur dalam Juknis penggunaan
Dana BOS berdasarkan peraturan menteri yang menangani uruasan di
bidang Pendidikan.

Tahap......cooo.ons Tahun............. 2)
Nama Sekolah PP 3)
Desa/Kelurahan L e 4)
Kecamatan L e 4) .
Kabupaten, ’kou e O
Provinsi 6)
No Proqram/ {egiatan ) Komponen Penggunaan Dana |
. (a) | (b) (c) (d) {(e) | (f) | (@)
PPDBPengembangan Kegiatan cstidstidstidst
Perpustakaan Pengembangan
dan
| Ekstrakurikler ! i
1.1 gPengembangwx t %
: Kompetensi ;
1 Luiusan i |
1.2 | Pengembangan !
Standar Isi
1.3 | Pengembangan
I'Standar
felulusan 4 .
1.4 }("1 ”Lmuauo’“u l
Peadidik dan |
'T\,llagd I i
iependidikan , i !
1.5 | Pengembangan 5
Sarana dan i
Prasarana | |
Sekolah l }
1.6 ! Pengembangan ¥ | i
! Standar ! | Do
ch;,c?xo}w ] B
1.7 | Pengembangan N | |
g u_rdlldal g ;
L | Pembiayaan B [
(.8 | Pengembangan l ;'




5 can |
| implementas:
| Sistemn Penilaian

[

|

| |

L ] |

Saldo Dana BOS Reguler Tahap sebelumnya : ........... 7)
Dana BOS Reguler Tehap Ini e 8)
Total Dana BOS Reguler Tahap Ini D 9)
Total Fenggunaar. Dana BOS Reguler Tahap Ini Do 10)
Saldo Dana BOS Reguler Tahap Ini e 11)
Mengetahul, e 13)
Kepala Sdtdlk ........... ., 12) ' Bendahara Dana BOS,
NIP. (e, NIP. o

Tata Cara Pe ngisian Laporan Realisasi Penggunaan Dana BOS setiap
tahapan:

1. Diis: dengan tahapan berkenaan;

. Dils: dengan tahun berkenaan;

. Diiis: dengan nama sekolah;

. Diis: denngan nama desa/kelurahan dan kecamatan;

. Diis: dengan narma kabupater:/koeta,;

. Diis: cengan nama provinsi;

. [dis: cengan jumiah Saldo Dana BOS Reguler Tahap sebelumnya:

. Liist cengan jumlah Dana BOS Reguler Tahap berkenaan;

oSN U bW R

~

[9.]

9. Giisi ¢engan jumiah Total Dana BOS Reguler Tahap berkenaan:
1C. L:]Sl dengan jumlah Total Penggunaan Deqa BOS Reguer Tahap
oerkenaan;
1 l. Diist dengan jumlah Saldo Dana BOS Reguler Tahap berkenaan;
12. Diisi ’161"&’;&11’1 rema Batdik negeri;
13. Diisi dengan nema Lcmpat ranggal, bulan dan tahun;
‘ .FGF’M AT &3 Z/R DANA BOS SATDIK NEGERI FADA APBD TA..... PROVINSI
DAN hi\B UP!—XTI: N/KOT& .

a. F ’)‘{‘\/LX"“ SP2B

} , SKPD DINAS PENDIDIKAN ... (O1)
:‘UE V[ PERMINTAAN PENCESAHAN BE.JAI‘MA (C\F B

_ Tanggal: ....... (02) Nomor: ........ . {03)
| Kepala SKPD ‘Dinas “Pendidikan ......... e . {04} memchon
kepada:

' Bendahara Th:um Daerah selaku PPKD

-agar mengesahkan u.x’l membukukan penerimaan “dan belanja BOS
serumlah

5

Ty SaldoAwal _ Ro. o) T (05)

| 2. Penerimaan Ro. ., e e (06)




LTT-

Belanja ' - RD. oo, i {07)

a) Belanja Pegawai RP: oot o

b) Belanja Barang dan Jasa RP. e eeeeiiiaenan

c) Belanja Modal ‘ RP. ceoieieiiiiieeae

4. Saldo Akhir ' Rp: i, (08)
Untak  Semester .. (09} Tahun  Anggaran
..................... (20) ‘
| Dasar Pengesahan: Urusan Organisasi .........
(11) ... e PRI S e e e e e
12)
Program, keagiatan
XK. curn... XX. .onn... (13)
PENERIMAAN BELANJA i
Kode Rekening | Jum.ah
..................... (14)
................. (16) | o (A7
Jumlah ‘ } Rp. .. Jumlah Belaniia | Rp. . ............. (18)
Penerimaan | (15) : - '
(19) ......... , tanggal seperti di atas
Kepala SKPD Dinas Pendidikan ...
'20) '

.............................................

F ate Cara Peﬂglcmn Format SP2B:

Diisi uraian vama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupater./Kota;
Diist t:nggal SP2B Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
Diis1 nomor SP2B Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota,
Diisi name Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Diisi jumlah saido akhiv pada SP2B Dinas Pe ncud:lmn Drunqm dan
Kabuparzer/Kota bulan sebelummnya. Knuous untuk ssldo balan
Januari Tahun Anggaran ..........ccocceeeeenenl ‘
Diisi jumiah nihil dalam rangka ,Jeugajucm SP2E Dinas Pendidikan
Provinsi can Kabupaten/Kota; ‘ -
7. Daisi jumlan belanja yang telah dlbavdr dari ¥as Danza BOS Dinag
Pendidiken Provinsi dan Kabupaten/Kota; ‘

Diist jumlah saldo akhir (salde awzl + penemmaan bcla"f

Dnss ’)F‘DO'”K’ semester berkenaan;

.‘thz’,l_,r,). A 1c*gqran be rkenaan,
si dasar penerbitan SP2B Dinas Pendﬁtk& Provinsi dan
"%Dupwe‘m)r\ma antara lai in: Nemor Perda tcrscm;f APRBRD/APBD

Per ubdncu;, can Nomor serta targgal DPA SKPD I)L‘as Pendidikan
Provinisi can mdbu‘(‘:d“’ﬁ/ Kota;

12, }";}ijsl‘ ew;_,am kode uer(m organisasi . dan qrag‘mu -nama Dinas
Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota: - '
. Diisi zaod;, program u&"l kefna‘an Dinas Pend ,Ndﬂfan "wm &l dan
156 dhhpd ten ’Ko* a: ~

o U D LY R

10 0o

H

b



14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

b. FORMAT LAMPIRAN SP2B REKAPITULASI
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} . ———>  diisi kode kegiatan
— diisi kode program

Diisi jumlah nominal untuk seluruh penerimaan;
Jasa, Serta Belanja Modaly;

Diisi Jumlah nominal rupiah untuck seluruh belanj

Frr

(dua dagt)
(dua digit)

Diisi Jumlah aominal ruplah‘untu»i kode rekening penerimazn,

Diisi jumlah nominal rupiah untux kode rekening belanja.

a,;

Diisi kode rekening belanja (Belanja Fegawai, Belanja Sarang dan

Diisi lokasi instansi penerbit SPZB Dinas Pendidikan Provinsi dan

Kabupaten/Kota dan tanggal penerbitan SP2B Dinas Zendidikan

Provinsi dan Kabupaten/Kota;

LAPORAN

PENERIMAAN DAN BELANJA DANA BOS SETIAP SPJMFSTER

Noror SPZB L S
Pdnggal SP2B e s

Diisi nama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kebupaten/Kota;
21. Diisi NIP Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

FEEALISASI

Semester O
I PENERIMAAN BELANJA
NO | DANA ISALDO [PENERIMAAN] TOTAL | BELANJA|BELANJA|BELANJA! “CtAL oALDO
SEROLAR| gyra, (Rp) PENERIMAAN [PEGAWAL BARANG | MODAL (BELaNJA |ABEIE
(Rp) {Rp) .~ (Rp) |[DANJASA| (Rp) (Rp) (Rp!
. ] {Rp}
1 2 3 4 5=3+4 6 7 s 2=6-7+8 | 10=5-
. C
Tata Cara Pengisian Format Lamriran SP2B, rekapitulas: laporan

realisasi paﬂnerlmd an dan belanja Dana BOS setiap semester:

BN

RS

(@)

@ N o

. 1.\0

Kolern 1, qiisi den,qan nomor urut;
Kolom 2, diis: dengan sekolah; , _
Kolom 3, diis: dengan jumlah rupiah saldo awai;

Keolom 4, diisi dengan jumlah rupiah pénerimaan

(Reguler+ Afi-masi + Kinerja);

Dana BOS

Kolom 5, ciisi dengan jumlah rupiah total penerimaan (szido awal =
- penerimaan);

Kolom 5%, diis: dengan j umlah rupiah belanja pegawai;
Kolom 7, diis: dengan jumlah rupiah belanja barang dan jass;
Kolom 8, diis: denigan jumilah rupiah belanja modal;-
Kolom 9, diisz dengarn jumlah rupiah total beianja (belanja segawatl +

belanja barang dan jasa + belania modal); dan

. Kolem 10, diisi dengan jumlal rupiah §c11d0 rlkhn (total t)f,;cnmaam

— total belan Ja_._).



14. FORMAT SPB DANA BOS SATDIK NEGERI -

l&)A/ERAH//l SURAT PENGESAHAN
— ' BELANJA (SPB) Dinas
: Pencidikan
Nomor SP2B Dinas PPndldlkan ..... 0i) |Nama BUD ... J4)
Tanggal 02) Tanggal ... J5)
Kode Organisas: :....03) |Nomor ... J6)
Tahun Anggaran ......... 37)
Telah disahkan belanja sejumlah :
Belanja:
Belanja Pegawai Rp.ceceenen. 9)
Belanja Barang dan Jasa Ep........ 10)
Belanja Modal - KRp......1Y
Saldo Akhir o Rp........ 12)
....... , tanggal ... ........ 13}
................................... 14)
.............................. 15)
i NIP.........oeoee oo 160

I

1.

w0

o o

o

rr

fonrt pon
(O eI

Fata Cara Pengisian Zormat SPB:

Diisi cengan nomor SP2B Dinas Pend:dikan provinsi/kabupazen/kota;
Diisi dengan —anggal SP2B;
Diis1 dengan xode srganisasi yang bersangku- an;
Diisi dengan nama BUD/Kuasa BUD;
Diisi tanggal penerbitan Surat Pengesahen - Relanja (SPB Dinas
Pendicikan provinsi/ kabupaten/kota; '
Diisi iengan  nomor  penerbitan  SFB  Dinas  Perdidikan
provinsi/ kabupaten /kotea '
Diisi dengan tahun anggaran penerbitan SPB Dinas Perdidikan
provinsi/kabupaten/kota; '
Diisi dengan jumlah saldo awal yang tercantum dalam SPB Dinas
Pendicikan previnsi/ kabupaten / kota; N
Diisi dengan jumlah belanja pegawai yang ercantum dalam SPB Dinas
Pendidikan provinsi/ kabupaten/kota;.
. Diisi deng,cut jumlah belania barang dan Jaga yang tercantum dalam
SPB Dinas Pendidikan provinsi/kabupa ten/kota; ,
. Diisi dengan jumlah Delan]a modal yang ,»prcantum dalam SPB Dinas
Pendidikan provinsi/kabupaten/ kota; .
. Diisi dengan jumlah saldo akhir vang tercantum dalain SPB Dinas
endidikan provinsi/xabupaten/kota;
. Diisi cengan na.ma’kot:a tempat dan tanggal peunerbitan SPB Dinas
Pendidikan provinsi/kabupaten/kota; :
1. Diisi dengan nama : Jabatan (BUD / Kuasa BUD)
mow*fbl/ha”)upa en/kota;
Diisi dengan nama BUD/K uaqa BUD p*ovmst/kabu} ater: /kota dan
Diisi dengan -\IIP BUDY/ Kaasa BUD provinsi/kabupaten/kota.

)
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15. FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI DANA BOS SATDIK NEGERI

' BERITA ACARA REKONSILIASI

SALDC DANA BOS SEMESTER .......... 1)
TAHUN ANGGARAN..... 2)
SKPD : .. 3)
Kab/Kota : ..oooviviie el 4)
Provinsi .....ccoceeiininis 3)
Pada hari ini............. tanggal........ pulan....... tahun........ 6} telah dilaksanakan Rekonsiliasi

atas szldo awal dan saldo akhir Dana BOS urtuk semseter ... 1) tahun .... 2), dengan
uraian sebagai berikut:

SALDG AWAL DANA BOS TAHUN .... _ ‘ CATATAN
1. Saldo Rekening Bank Rp.ooreinnenns
| 2. Saldo Kas Tunai Rp.veeeiinn...
Jumlah Salde Dana BOS Rp.oooooiinnne..
MUTASI DANA BOS SEMESTER.... TAHUN ....
A. ‘Mutasi Penambahan Rpeviiiii s
1. Alokasi Dana BOS REGULERRp...............
2, Alokasi Dana BOS AFIRMASI* Rp....o.
3, Alokasi Dana BOS KINERJA** RpPeeeeeeiennn.
4, Bunga Bank/Jasa Giro Rp.vviviin s,
5, Potongan dan Punguian Pajak L Rpe : |
Juamlah Mutasi Penambahan " Rpeaan !
B. Mautasi Pengurangan Rpoooinianns i
1. Belanja Pegawai . " Rpiciiiiann.
| a. BOS REGULER : RD.vvecvnn.,
2. Belanja Barang dan Jasa Rp.cooiiiinini,
a. BOS REGULER Rp... oo,
© b, BOS AFIRMASI* Rp..............
C ¢, BOS KINERJAY™ Rp.............
3.. Belanja Model ' Rpeivvnnin,
~ a. BOS REGULER RPeovereereanen
b. BOS AFIRMASI® Rp.............. o
c. BOS KINERJA** " Rpe.
4. Setoran Pajek - : Rp..ooooi
Jumlah Mutasi Pengu“a'lgan Rpeooiciiaeni. ’
SALDG AKHIR DANA BOS SEMESTER ..... 1) TAHUN ..... 2)
.. Baldo Rekening Bank (.......... ) Rp.vveenrine e |
2. Saldc Kas Tunai{.. ....... ) Rp.iinin, : !
i Jumah Salde Akhir Rpecoevennnnnn. l ]

| Rincizn masing- mawﬂng Satmx terlampir yang merupakan bagia an tidak terpisahkan dari
| beriza acara ini

PETUGAS REKCE. -~ | | PARAF
Ci Kudasa BUD ; 1.
2. PPK-SKPD 2.
3. Bendanarae 3.

Pengeliaran

_ SKPD L

_MENYETUJUL | PARAF
1. Kepala SKPD
¢ BUD 2.

Tate Cera Pengisian:
1. Di:si dengan semester berkenaan;
2. Dizsi dengan rakiun arg{, aran perkenaar;
3. Disi dengan nama SKPD yang mem mdang,l fungsi pendidikan;
4. Disi dengan nams kabupaten/kota;
5. Disi dengan nama provinsi;
&, Dist dengan tanggal, culen dan tahun;
* Di si Ge ngan Dans 30S Afirmasi yang d1f€‘;1n7d Satdik;
* Diisi dengen Dane BOS I&mﬂua yang diterima Satdik;
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16. FORMAT RKAS SATDIK SWASTA

Nama Sekolah SR SN

Desa/Kelurahan SRR . ety
Kecamatan SRR - . 2
Provinsi S T ———
Sumbper Dana . : Hibah Dana BOS
PRGCGRAM ‘ RINCIAN PERHITUNGAN JUI;V([)L;\H TAHAP
KECS;AI’DI‘AI\ URAIAN REGULER?)
_ | HARGA (Rp)
VOLUME | SATUAN SATUAN I II 11T

1 2 3 4 S 6 i 8 9
Mengezahu:, Menyetujui,
Kom:te Seknlah Kepala Satdk ............ s Bendahare Dana BOS,

I g W S S NIP. .. ivvnn i summommmmnis

Tata Cara Pengisian Format RKAS:

1. Kolom 1, diisi dergan kode program kegiatan Standar Nasional Pendidikan (SNP);

2. Kolom 2, diisi uraian berupa belanja pegawai dan belanja barang dan jasa serta belanja
meodal;

3. Kolom 3, diisi dengan volume (jumlah dapat berupa jumlah orang/pegawai den barang
satuan);

4. Kelom 4, diisi dengan satuan (unit, waktu/jam/hari/bulan/tahun, ukuran Iluas,
ukuran isi dan sebagainya);

S. Kclom 5, diisi dengan harga satuan yang mengacu kepada ketentuan peraturan
perundang-undangan berupa tarif, harga, dan sebagainya;

6. Kolom 6, diisi dengan jumlah rencana belarja BOS Reguler (volume kali harga satuan);

7. Kolom 7, 3, dan 9 diisi jumlah rencana pengeluaran pada tiap tahap.

*) BCS Reguler adalah program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanzan biaya
opzrasi personalia dan nonpersonalia bagi Sekolah yang bersumber dari dana alokasi
khusus nonfisik.
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